BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian ini termotivasi dari semangat Pemerintah Daerah
dan seluruh lapisan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di
Provinsi Kalimatan Selatan pada umumnya dan khususnya
Kabupaten Tanah Laut, yang banyak memiliki sumber daya alam
dan potensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata,
namun kebijakan publik yang dibuat pemerintah belum berpihak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan kebijakan yang
dibuat gagal, sama halnya tidak membuat kebijakan yang tidak
menguntungkan masyarakat, dengan membiarkan status quo, istilah
sekarang ketidakhadiran pemerintah terhadap permasalahan
masyarakat. Shuck dalam Nugroho menyatakan, bahwa banyak
pemerintah terlalu sering gagal, dan penyebabnya hanya satu,
kegagalan kebijakan, atau public policy (Nugroho, Kebijakan
Publik, 2015) . Penelitian-penelitian tentang kepariwisataan
diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan dalam
mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah,
sehingga dapat ditawarkan dalam berbagai bentuk dan model
pariwisata yang sesuai dengan potensi dan sumber daya yang
dimiliki oleh daerah tersebut.

Rina Kurniawati dkk, (2015), Model Perencanaan Dan
Pengembangan Daya Tarik Wisata Di Kelurahan Pondok Cabe
Udik Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini mencoba
mengidentifikasi beberapa potensi daya tarik wisata yang terdapat
di kelurahan Pondok Cabe Udik di Tangerang Selatan. Selain itu
ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap perencanaan
pariwisata, sehingga dapat menentukan model perencanaan dan
pengembangan pariwisata yang ideal. Tujuan dari penelitian ini
adalah sebagai input dalam proses pembangunan daerah. Penelitian
ini menggunakan metode action research. Instrumen penelitian
yang digunakan menggunakan, kuesioner, wawancara, dan
observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara secara deskriptif
kualitatif menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penelitian



diidentifikasi beberapa daya tarik wisata serta diketahui pandangan
positif masyarakat terhadap perencanaan pariwisata. Adapun model
perencanaan pariwisata yang disarankan dari penelitian ini adalah
menggunakan konsep eco-cultural, yaitu konsep pembangunan
daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya (Rina Kurniawati,
Darmawan Damanik, FX. Setiyo Wibowo, Bambang Prasetyo,
2015).

Fitridamayanti Razak Benu Olfie L, dkk, (2017), Strategi
Pengembangan Wisata Bahari Pantai Malalayang, Kota Manado,
Sulawesi Utara. Pariwisata merupakan salah satu industri terbesar
yang pernah ada di dunia ini, begitu kompleks dengan melibatkan
banyak pihak dan aspek serta memiliki omset yang luar biasa.
Pengembangan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai
sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian
masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha,
serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Wisata Bahari
Pantai Malalayang Kota Manado. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dimana data dikumpulkan, dianalisis dan
deskripsikan  dengan menggunakan pendekatan  kualitatif.
Pendekatan kualitatif menggambarkan tanggapan responden
terhadap wisata bahari berdasarkan kuisioner yang diberikan.
Pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dan
studi literatur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi
pengembangan wisata bahari Pantai Malalayang terletak pada posisi
kuadran | atau terletak antara peluang eksternal dan kekuatan
internal. Strategi pengembangan wisata bahari Pantai Malalayang
Kota Manado adalah menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar,
perlu adanya pengembangan fasilitas sarana dan prasarana obyek
wisata, penataan kembali “sabua bulu” sebagai tempat kuliner dan
perlu adanya pengelolaan dari pihak pemerintah dan swasta agar
lebih terarah dan berjalan dengan baik serta kedua belah pihak
sepakat bekerjasama untuk mengembangkan obyek wisata Pantai



Malalayang secara berkelanjutan (Fitridamayanti Razak Benu Olfie
L, Suzana Gene H.M. Kapantow, 2017).

Febrianty, (2015), Strategi Pengembangan Wisata Pesisir
Pantai: Studi Kasus Desa Batu Lima, Kuala Tambangan Kabupaten
Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Pantai Batu Lima terletak
di desa Tanah Laut Kuala Tambangan. Pantai ini memiliki
keindahan alam selain itu ada juga unsur budaya yang harus
dilestarikan, namun animo masyarakat masih rendah untuk
berkunjung ke Batu Lima, untuk lebih mengembangkan kebutuhan
akan strategi pengelolaan Pantai Batu Lima. Tujuan penelitian ini
untuk mengidentifikasi potensi wisata pantai Pantai Batu Lima dan
strategi  pengembangannya. Analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis SWOT. Hasil penelitian ini
menunjukkan potensi sumber daya pesisir yaitu pantai miring,
budaya badudus mandi di pantai, fasilitas penginapan, taman
bermain dan tempat duduk di pantai (Febrianty, 2015).

Irma Meriatul Hepi, dkk., (2015), Analisis Pengembangan
Wisata Pantai Indah Popoh Sebagai Daerah Tujuan Wisata
Kabupaten Tulungagung. Pariwisata adalah salah satu sektor yang
mendapat perhatian diberbagai negara. Salah satu wilayah di Jawa
Timur yang mengembangkan pariwisata adalah Kabupaten
Tulungagung. Potensi Kabupaten Tulungagung adalah memiliki
banyak pantai. Tulungagung memiliki banyak pantai karena
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan.
Hal ini membuat pemerintah fokus untuk mengembangakan
ekonomi dan pariwisata pada tahun 2016. Salah satu pantai
unggulan di Tulungagung adalah Pantai Indah Popoh yang telah
beroperasi sejak tahun 1986 hingga sekarang. Pengembangan
Popoh sebagai daerah tujuan wisata dikembangkan oleh Sutera
Bina Samudera tahun 1986 dan sekarang dikembangkan
pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif ~ deskriptif dan menggunakan wawancara untuk
pengumpulan data. Lokasi penelitian di Pantai Indah Popoh dan
Dinas Pariwisata, masyarakat, wisatawan, dan Perusahaan Aneka
Usaha sebagai informan. Hasil penelitian ini Dinas Pariwisata telah



melibatkan masyarakat untuk pengembangan Pantai Popoh dan
membuat Kkerjasama dengan pihak swasta untuk membantu
promosi. Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan
telah mengetahui fungsinya sebagai masyarakat namun belum
mampu mengembangkannya. Alasannya adalah pemahaman
masyarakat masih kurang dan perlu sosialisasi lebih. Masyarakat
Poponh telah terlibat dalam industri pariwisata sebagai pedagang dan
karyawan dalam manajemen Popoh (Irma Meriatul Hepi, Yusri
Abdillah, Luchman Hakim, 2015).

Analisis Pengembangan Wisata Pantai Indah Popoh
Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Tulungagung. Pariwisata
adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian diberbagai
negara. Salah satu wilayah di Jawa Timur yang mengembangkan
pariwisata adalah Kabupaten Tulungagung. Potensi Kabupaten
Tulungagung adalah memiliki banyak pantai. Tulungagung
memiliki banyak pantai karena berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia di sebelah selatan. Hal ini membuat pemerintah
fokus untuk mengembangkan ekonomi dan pariwisata pada tahun
2016. Salah satu pantai unggulan di Tulungagung adalah Pantai
Indah Popoh yang telah beroperasi sejak tahun 1986 hingga
sekarang. Pengembangan Popoh sebagai daerah tujuan wisata
dikembangkan oleh Sutera Bina Samudera tahun 1986 dan sekarang
dikembangkan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan wawancara untuk
pengumpulan data. Lokasi penelitian di Pantai Indah Popoh dan
Dinas Pariwisata, masyarakat, wisatawan, dan Perusahaan Aneka
Usaha sebagai informan. Hasil penelitian ini Dinas Pariwisata telah
melibatkan masyarakat untuk pengembangan Pantai Popoh dan
membuat Kkerjasama dengan pihak swasta untuk membantu
promosi. Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan
telah mengetahui fungsinya sebagai masyarakat namun belum
mampu mengembangkannya. Alasannya adalah pemahaman
masyarakat masih kurang dan perlu sosialisasi lebih. Masyarakat
Popoh telah terlibat dalam industri pariwisata sebagai pedagang dan
karyawan.



Sukarti dkk., (2017), Penilaian Potensi Pengembangan
Pariwisata Yang Berkelanjutan Pada Kawasan Pariwisata Pantai
Batakan Di Kabupaten Tanah Laut. Potensi wisata Batakan Beach
Resort, yang merupakan pantai lereng dengan hamparan pasir putih
kecoklatan sepanjang + 12 km, merupakan daya tarik tersendiri bagi
para pengunjung. Pantai Batakan adalah kawasan Konservasi Satwa
di Pelaihari Tanah Laut. Fungsinya diubah menjadi Taman Wisata
Alam berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 695 /
Kpts-11 / 1991. Penilaian diperlukan untuk mengetahui potensi
pengembangan sebagai resort pariwisata berkelanjutan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mempelajari potensi pengembangan dari
resor pariwisata pantai Batakan. Penilaiannya adalah tentang
kesesuaian lahan, faktor pendukung resort wisata pantai, dan
rencana untuk meningkatkan potensi pengembangan resort yang
berkelanjutan. Penilaian kesesuaian lahan termasuk: kesesuaian
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), luas wilayah dan
tingkat kesesuaian fisik pantai. Penilaian faktor pendukung
termasuk: rekreasi, pariwisata, belanja, hiburan, akomodasi, dan
fasilitas infrastruktur, penerimaan publik dan kebijakan pemerintah.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan menerapkan metode survei
analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kesesuaian
lahan mendapat skor total 471,1. Ini menunjukkan bahwa kawasan
wisata pantai Batakan berada di peringkat pertama dengan total
skor 742,46. Pantai Batakan sangat andal untuk dikembangkan
sebagai resort pariwisata berkelanjutan meskipun ada beberapa
faktor pendukung yang menerima skor yang lebih rendah (Sukarti
Sukarti, Moehansyah Moehansyah, Enny Dwi Pujawati, 2017).

Faridul Islam & Jack Carslen, (2016), Jurnal Indigenous
communities, tourism development and extreme poverty alleviation
in rural Bangladesh. Secara teoretis peneliti berpendapat untuk
mempertimbangakn faktor ekonomi, sosial dan politik sebagai
dimensi yang lebih luas dari pengecualian sosial dalam konteks
negara-negara berkembang, Kaber, (2006) Peneliti berpendapat
bahwa pengembangan pariwisata bisa mengobarkan konsekuensi
yang tidak diinginkan seperti pengecualian orang miskin dari



pekerjaan yang berhubungan dengan pariwisata. Mengingat konteks
pedesaan Bangladesh, di mana masyarakat terpinggirkan bertahan
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, Sebagaimana Fisher dan
Christopher dalam Faridul teori pengecualian sosial bisa menjadi
sebuah landasan teoretis ideal untuk memahami hubungan
pengentasan kemiskinan pariwisata, (Faridul Islam, Jack Carslen,
2016).

Secara metodologi, penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan studi kasus di daerah yang dihuni
dari Bangladesh, Bandarban dan Sylhet. Teknik pengambilan
sampel purposive dan responden-driven diadopsi untuk menjangkau
peserta penelitian. Dengan menggunakan teknik purposive
sampling, hal-hal berikut ini dipertimbangkan sebagai titik referensi
awal untuk wawancara mendalam: terkait pariwisata kecil dan
mikro/perusahaan yang dioperasikan oleh orang-orang pedesaan;
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID);
LSM; proyek pengembangan Kkapasitas dari United Nations
Development Programme (UNDP); Organisasi Pariwisata Nasional
(NTO); Proyek Seni, Kerajinan dan Budaya Rakyat Departemen
Kebudayaan Bangladesh. Mengingat bahwa teoritis yang mendasari
artikel ini adalah paradigma teori kritis, partisipasi masyarakat adat
sebagai responden dipastikan.

Ruang lingkup terbatas kegiatan penghasil pendapatan
alternatif yang terkait dengan pariwisata, dominasi orang-orang
kaya, fasilitas kredit dan pelatihan mikro yang tidak memadai,
operasi pemerintah yang terbatas organisasi terkait pariwisata dan
kurangnya pengetahuan dan modal sosial di antara masyarakat adat
adalah hambatan utama yang mengecualikan mereka dari
pariwisata. Dalam hal ini, kegiatan saat ini NTO, LSM, lembaga
bantuan internasional, departemen pemerintah lokal dan pariwisata
swasta organisasi di Bangladesh agak idiosynkratik. Upaya
bersama, terutama oleh NTO dan LSM sangat penting untuk
menghubungkan komunitas ini dengan pengembangan pariwisata
dan karenanya mengatasi masalah kemiskinan. Sampai LSM,
lembaga bantuan internasional dan departemen pemerintah lokal



bekerja langsung untuk pembangunan infrastruktur di daerah
pedesaan dan memberdayakan masyarakat adat dalam hal kredit
mikro dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pengentasan
kemiskinan melalui pariwisata tidak akan terwujud. Contoh kasus
di sini telah menggambarkan bagaimana akar penyebab kemiskinan
ekstrim dan dimensi-dimensinya yang berbeda dapat diatasi. Artikel
ini tidak hanya menambahkan jalan baru untuk literatur yang ada
pada pengembangan pariwisata dan pengentasan kemiskinan yang
ekstrim dari masyarakat adat, tetapi juga memberikan kesempatan
untuk memperluas ruang lingkup untuk penelitian masa depan.
Lebih disukai, transisi anggota komunitas dari masa sekarang
situasi kemiskinan untuk memiliki keterlibatan dalam pariwisata
harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan pengertian. Dengan
demikian, penelitian dapat dilakukan untuk menentukan tingkat
kepercayaan, kesadaran dan pelatihan yang dibutuhkan oleh
anggota masyarakat jika mereka ingin terlibat dalam pengembangan
pariwisata.

Jorge Ridderstaat, dkk., (2014), Jurnal The Tourism
Development—Quality of Life Nexus in a Small Island Destination,.
Pengembangan pariwisata (TD) dan kualitas hidup (QoL) telah
dipelajari sebagian besar dari perspektif bagaimana TD
mempengaruhi kualitas hidup, tetapi hubungan terbalik kurang
diteliti secara luas. Memahami hubungan timbal balik ini akan
memperluas definisi dan tujuan pembangunan, dan akan membantu
mengalihkan perdebatan dari perspektif pendapatan ke sudut
pandang QoL. Studi ini menilai hubungan antara TD, QoL, dan
pertumbuhan ekonomi untuk pulau Aruba. Studi ini berkontribusi
pada literatur oleh meningkatkan pemahaman tentang sifat
hubungan antara TD dan QoL, dengan memajukan pembangunan
teori proses. Metodologi melibatkan analisis kointegrasi multivariat
dan pengujian kausalitas dari Granger (Jorge Ridderstaat, Robertico
Croes, Peter Nijkamp, 2014).

Literatur tentang hubungan antara TD dan QoL
mengungkapkan tiga alur pemikiran yang telah berkembang. Di
bagian pertama literatur, penekanannya telah pada hubungan satu



sisi, di mana TD memiliki pengaruh pada QoL warga suatu tujuan,
sehingga QoL itu dilihat hanya sebagai hasil dari TD. Kelompok
studi lain mempertimbangkan data makro menentukan hubungan
antara TD dan QoL, paving jalan untuk untaian kedua dalam
literatur. Pada kasus ini, terdapat indikasi implisit bahwa QoL bisa
lebih dari sekedar produk TD. Baru-baru ini, untaian mas muncul
dalam literatur pariwisata, dan untai ini memberikan bukti eksplisit
dari hubungan antara TD dan QoL. Untai orang ini masuk masa
pertumbuhannya, dengan ketentuan ini hanya satu studi yang
menyatu satu sama lain membangun hubungan antara dua
konstruksi.

Secara metodologi, penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif pada studi kasus di pulau Aruba. Penelitian ini memiliki
8 hipotesa, 6 langsung yang teridiri dari ~ H1: Hipotesis
Pertumbuhan Pariwisata berbasis turis (Pengembangan pariwisata
berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang), H2:
Hipotesis Pariwisata dengan Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan
ekonomi berdampak pada pengembangan pariwisata), H3:
Hipotesis Mutu Kehidupan yang Dipengaruhi Pariwisata
(Pengembangan pariwisata berdampak pada Kualitas hidup), H4:
Kualitas Hipotesis Pariwisata Hidup-Driven (Kualitas hidup
berdampak pada pengembangan pariwisata), H5: Kualitas Hipotesis
Pertumbuhan Ekonomi yang Dipengaruhi Kehidupan (Kualitas
hidup berdampak pada pertumbuhan ekonomi), H6: Hipotesis
Pertumbuhan Kualitas Hidup Berdasarkan Ekonomi (Pertumbuhan
ekonomi berdampak pada kualitas hidup). Kemudian, 2 hipotesa
tidak langsung, H7: Pertumbuhan Ekonomi-Memediasi Hipotesis
Mutu Kehidupan Pariwisata (Pariwisata memiliki dampak tidak
langsung pada kualitas hidup, melalui peran mediasi pertumbuhan
ekonomi), H8: Pertumbuhan Ekonomi-Memediasi Kualitas
Hipotesis Pariwisata Berbasis Kehidupan (Kualitas hidup memiliki
dampak tidak langsung pada pengembangan pariwisata, melalui
peran mediasi pertumbuhan ekonomi). Analisis terdiri dari empat
tahap. Tahap pertama membutuhkan menguji variabel yang
diterapkan untuk stasioneritas. Waktu stasioner seri dicirikan oleh



mean konstan, varians, dan kovarian dari waktu ke waktu (Song,
Witt, dan Li 2009). Pelajaran ini menerapkan uji Augmented
Dickey-Fuller (ADF), Phillips- Uji perron (PP), dan Kwiatkowski —
Phillips — Schmidt— Tes Shin (KPSS) untuk memeriksa data untuk
stasioneritas (Dickey dan Fuller 1979; Phillips dan Perron 1988;
Kwiatkowski dkk. 1992). Tahap kedua terdiri dari pengujian untuk
keberadaan hubungan ekuilibrium jangka panjang (kointegrasi)
antara TD, QoL, dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan
Autorregressive Distributed Lags (ARDL) membatasi metode
pengujian. Teknik ini, disarankan oleh Pesaran, Shin, dan Smith
(2001), pada dasarnya melibatkan dua langkah untuk
memperkirakan hubungan jangka panjang (Ozturk dan Acaravci
2013). Tahap ketiga terdiri dari memperkirakan efek jangka
pendek dan efek jangka panjang dari variabel yang diterapkan satu
sama lain. Sisi kanan persamaan (4) hingga (6) mengandung
keduanya elemen jangka pendek dan panjang. Komponen jangka
pendek adalah variabel dalam perbedaan pertama dan boneka,
sementara dinamika jangka panjang terdiri dari variabe tingkat
tertinggal. Tahap keempat melibatkan memperkirakan kausalitas
antara variabel dalam penelitian ini. Jika variabel penelitian tidak
terkointegrasi, kausalitas dapat diselidiki dengan menerapkan
vektor model autoregresif (VAR).

Hasil penelitian mengganggap bahwa Kualitas hidup
warga lebih dari sekadar output TD yang berpotensi mempengaruhi
yang terakhir melalui primer atau jalur sekunder. Studi ini
mengeksplorasi  hubungan antara TD dan QoL, dengan
pertumbuhan ekonomi riil sebagai mediating variable. Hasilnya
menegaskan bahwa bilateral, nonlinear, hubungan ada antara TD
dan QoL.: sementara TD hanya punya dampak jangka pendek pada
kualitas hidup orang, dampak dari yang kedua pada TD tampaknya
bersifat langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, TD
kemungkinan hanya memiliki efek jangka pendek pada QoL,
menunjukkan bahwa TD tidak efektif dalam hal peningkatan
sepenuhnya semua dimensi QoL (dalam hal ini pendapatan,
pariwisata dan pendidikan), karena efek negatif dari TD mungkin



mengimbangi meningkatnya kualitas hidup dari waktu ke waktu.
Kualitas hidup cenderung mempengaruhi negatif TD dalam jangka
pendek, tetapi efek jangka panjangnya diharapkan positif. Hasilnya
memberikan dukungan untuk semua hipotesis yang ditetapkan
dalam pengenalan studi ini, kecuali untuk hipotesis ekonomi
kualitas hidup yang digerakkan oleh pertumbuhan (H6) dan
ekonomi mediasi pariwisata yang memandu kualitas hipotesis hidup
(H7). Pertumbuhan ekonomi tampaknya tidak efektif meningkatkan
keseluruhan kualitas hidup jangka pendek atau jangka panjang,
sehingga menghalangi TD untuk secara tidak langsung
menyalurkan manfaatnya meningkatkan kualitas hidup orang.
Temuan ini penting, karena mereka menawarkan alternatif
perspektif tentang pemikiran tradisional yang sepihak hubungan
dari TD ke QoL. Karena itu, temuannya menyiratkan peran aktif
untuk QoL, dengan cara ini membantu memberi makna untuk
konsep pengembangan di luar peningkatan pendapatan. Penyediaan
layanan publik seperti pariwisata dan pendidikan dapat memainkan
bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan dapat
memberdayakan mereka untuk membantu diri mereka sendiri
menjadi agen pengembangan mereka sendiri (Stiglitz, Sen, dan
Fitoussi 2009). Selanjutnya, temuan ini menyediakan bahan awal
utama untuk proses pembuatan teori, yaitu, dengan menawarkan
wawasan baru ke dalam hubungan antara TD dan QoL. Mengamati
fenomena dan secara hati-hati menjelaskan temuan adalah peneliti
terbaik yang dapat dilakukan pada tahap awal teori proses
pembangunan (Christensen dan Sundahl 2001). Sekarang perspektif
teoritis berangkat dari gagasan bahwa TD dampak QoL orang.
Hasil dari arus studi menunjukkan bahwa hubungan ini lebih
kompleks, karena efek nonlinier, dua arah dan mediasi ditemukan
di penelitian ini. Secara khusus, proposisi yang dapat diturunkan
dari temuan ini adalah bahwa (1) TD dan QoL saling terkait; TD
berdampak pada kualitas hidup, tetapi QoL juga dapat
mempengaruhi TD di masa mendatang; (2) efek bilateral antara TD
dan QoL tidak linear waktu; dan (3) pertumbuhan ekonomi adalah
variabel mediasi dalam hubungan dua arah antara TD dan QoL.



Hasilnya juga memiliki implikasi manajerial yang penting. Pembuat
kebijakan dan pembuat keputusan utama lainnya perlu mengenali
pentingnya QoL warga untuk TD dan pertumbuhan ekonomi.
Meningkatkan pariwisata dan pendidikan akan menjadi langkah
pertama untuk meningkatkan kualitas hidup orang. Kualitas hidup
adalah multidimensional, menyiratkan bahwa beberapa dimensi
dapat saling bertentangan, dengan cara ini mengurangi keseluruhan
peningkatan kualitas hidup. Pembuat kebijakan perlu memahami
caranya setiap dimensi berinteraksi dengan TD (dan dengan
ekonomi pertumbuhan) dan juga dengan satu sama lain, dan dengan
demikian mereka seharusnya siap menyesuaikan kebijakan
pariwisata dan ekonomi mereka untuk meningkatkan efektivitas
TD pada kualitas hidup orang (Jorge Ridderstaat, Robertico Croes,
Peter Nijkamp, 2014).

Yaping Liu, dkk., (2015), Jurnal The impact of tourism
development on local residents in Bama, Guangxi, China,.
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak positif dan
negatif dari pariwisata di Bama. Secara metodologi, penellitian ini
melakukan 3 survey yang dilakukan selama 2 tahun antara tahun
2009-2013. Dalam enam tahun sejak 2009 hingga 2013, Bama
menarik peningkatan jumlah pengunjung. Pada hari-hari awal,
penduduk setempat bersemangat tentang kunjungan wisata dan
memberikan sambutan yang hangat. Seiring berjalannya waktu,
sejumlah besar wisatawan datang ke Bama untuk jalan-jalan atau
perawatan penyakit. Bisnis real estat menjadi meningkat, tetapi
pendapatan yang sebenarnya dari penduduk lokal tidak meningkat
sesuai. Hanya 30% penduduk yang diduduki di industri pariwisata
sementara tanah di mana warga mengandalkan keberadaan mereka
berkurang. Karena itu, persepsi lokal tentang dampak positif
pariwisata menurun, seperti yang terjadi dukungan untuk itu.
Dengan demikian, persepsi dampak negatif pariwisata meningkat.
Setelah menganalisis tiga hasil survei, jelas bahwa solusi utamanya
adalah memfokuskan produk pariwisata Bama pada waktu luang
daripada tamasya, untuk memastikan kecepatan perkembangan
yang stabil, dan mempertimbangkan lingkungan daya angkut.



Sementara itu, mengingat kepentingan jangka panjang,
rekomendasi pertama adalah bahwa pemerintah harus membantu
petani yang mengalami kehilangan tanah, sambil meletakkan
kurang menekankan pada bisnis real estat pariwisata. Akhirnya,
pemerintah seharusnya mendorong perusahaan, penduduk lokal dan
wisatawan untuk menghormati tanah, sungai, dan sumber daya
alam lainnya. Dengan cara ini, sumber daya umur panjang akan
menjadi permanen terawat (Yaping Liu, Linlin Nie, Fugiang Wang,
Zulan Nie, 2015).

Ding Du, (2016), Jurnal Tourism and Economic Growth,
bertujuan untuk menyelidiki apakah pengembangan pariwisata
adalah penentu tambahan pertumbuhan pendapatan di hadapan
determinan pendapatan standar (seperti akumulasi modal) atau
melakukan efek pengembangan pariwisata terhadap pertumbuhan
ekonomi bekerja melalui determinan pendapatan standar? Untuk
menjawab  pertanyaan penelitian  peneliti  mengembangkan
pertumbuhan model pariwisata yang memperhitungkan tidak hanya
pengembangan pariwisata tetapi juga faktor pendapatan standar
seperti akumulasi modal sebagai faktor potensial (variabel
independen) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peneliti
memperkirakan pertumbuhan pariwisata peneliti menggunakan data
yang tersedia dari Dunia Indikator Pengembangan basis data kami
diperluas Model perluasan dari berbasis produksi Cobb-Douglas
diperkirakan menggunakan regresi kuadrat terkecil dan hasil yang
diperkirakan diperiksa untuk kekokohan distribusi menggunakan
regresi kuantil dan model ketahanan misspecification menggunakan
bermacam-macam variabel proksi yang berbeda (Ding Du, Alan A,
Lew, and PIn T. Ng. , 2016).

Apakah pariwisata internasional dapat mengarah pada
pertumbuhan ekonomi adalah pertanyaan penting. Pembuat
kebijakan perlu memutuskan di mana untuk menginvestasikan
pendapatan publik dan bagaimana mengalokasikan insentif kepada
mendorong mata pencaharian ekonomi jangka panjang warga
negara. Meskipun ada pengecualian, penelitian sebelumnya sangat
banyak mendukung gagasan bahwa ada hubungan positif antara



pariwisata internasional dan pertumbuhan ekonomi. Sejak akhir
1990-an, temuan-temuan tersebut telah dikonsolidasikan ke dalam
hipotesis pertumbuhan yang dipicu oleh pariwisata, yang diterima
secara luas sebagai konsep umum oleh booster pariwisata, dan telah
diuji oleh peneliti pariwisata menggunakan berbagai pemodelan
kointegrasi pendekatan. Peneliti memperluas literatur TLGH
dengan menyelidiki ekonomi mekanisme yang mendasari asosiasi
positif antara pariwisata dan pertumbuhan. Dalam analisis kami,
kami menemukan itu ketika peneliti tidak mengontrol faktor
pendapatan standar di data peneliti, pariwisata internasional
memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan
pertumbuhan. Namun, segera setelah kami masuk akun penentu
pendapatan standar, pariwisata tidak lagi mempertahankan kekuatan
penjelas marjinalnya, bahkan di dalam ekonomi pariwisata
internasional utama, dan bahkan jika heterogenitas lintas negara
diizinkan.

Temuan kami menunjukkan itu pengembangan pariwisata
mempengaruhi pertumbuhan dan pendapatan melalui determinan
pendapatan standar. Harap dicatat bahwa temuan kami tidak
menunjukkan bahwa pariwisata tidak memiliki peran dalam
pembangunan ekonomi nasional atau lokal. jelas. Namun, temuan
peneliti menunjukkan pengalihan dari tujuan pengembangan
pariwisata dari salah satu investasi pariwisata untuk kepentingan
sendiri di mana pariwisata investasi dibuat untuk mendukung
standar secara strategis faktor penentu pendapatan. Pariwisata tidak
tumbuh sukses di isolasi. Itu tergantung pada infrastruktur efisien
yang mendukung pergerakan barang dan orang; itu tergantung pada
tenaga kerja terampil, kreatif, dan wirausaha yang bisa bereaksi
terhadap tantangan dan peluang baru secara inovatif cara-cara; dan
itu tergantung pada pemerintah dan masyarakat sipil yang
mendukung tempat-tempat yang menarik orang baik sebagai
penghuni maupun turis. Karena itu, untuk sebagian besar negara,
luas dan beragam strategi pengembangan ekonomi lebih cenderung
mendukung pengembangan pariwisata internasional dari yang lebih



sempit kebijakan yang berfokus terutama pada pariwisata secara
terpisah.

Dewi, (2005), Penelitian  Analisis  Efektivitas
Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kota
Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas
implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata di kota
Palembang beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Secara empiris, faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di
kota Palembang meliputi, potensi objek wisata, kualitas sumber
daya manusia serta sarana dan prasarana. Untuk mencapai tujuan
tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkap masalah
efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata serta secara alami.
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota
Palembang ( (Dewi, 2005).

Informan penelitian ini adalah para pelaku wisata dan
pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Palembang
sebanyak 16 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan
Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas
implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata di kota
Palembang masih tergolong rendah. Rendahnya efektivitas
implementasi tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber
daya manusia sebagai pelaku wisata, tidak dikelolanya potensi
wisata dan sarana prasarana dengan baik. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut, peneliti menyarankan agar kualitas sumber daya
manusia perlu ditingkatkan secara intensif. Sementara potensi objek
wisata serta sarana dan prasarana perlu dikelola dengan lebih
profesional.

David, (2006), penelitian Pengaruh Implementasi
Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Tata Ruang terhadap



Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Cianjur. Pariwisata
merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
termasuk dengan pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha-
usaha yang terkait dengan bidang tersebut, saat ini dinilai cukup
mampu untuk menjadi salah satu sumber pendapatan ekonomi bagi
Indonesia. Pariwisata juga mampu memberikan kontribusi serta
tambahan devisi bagi pembangunan di Indonesia khususnya di
kabupaten Cianjur (David, 2006).

Beberapa fenomena yang dihadapi dalam pengembangan
pariwisata di Kabupaten Cianjur antara lain. Potensi pariwisata di
Kabupaten Cianjur yang telah dikaji kemungkinannya baru
mencapai 80% dari seluruh potensi yang ada. Pengkajian yang
belum lengkap memungkinkan pengembangan potensi pariwisata
tersebut tidak dapat dilakukan secara utuh. Pengembangan potensi
pariwisata di Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya terintegrasi
dengan dinas/instansi terkait. Misalnya kajian terhadap potensi
pariwisata masih mengacu kepada fisik potensi pariwisata
dimaksud dan belum mengkaji infrastruktur pendukung seperti
jalan dan jembatan, permukiman, pasar, dan fasilitas umum lainnya,
dan kajian terhadap pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten
Cianjur hanya bersifat fisik potensi pariwisata dan belum
melahirkan kajian terhadap aspek sosial. Misalnya tentang orang-
orang dan adat istiadat masyarakat setempat. Kajian terhadap aspek
sosial dinilai sangat penting, dalam menciptakan lingkungan
pariwisata yang kondusif. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah deskriptif analisis dengan populasi adalah seluruh pejabat
dan pelaksana kebijakan pada Bappeda Kabupaten Cianjur yang
terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tentang tata ruang
dalam rangka pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten
Cianjur sebanyak 30 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel impelementasi
kebijakan tentang tata ruang menurut persepsi responden berada
pada kondisi rendah menuju sedang; variabel pengembangan
potensi pariwisata di Kabupaten Cianjur menurut persepsi
responden berada pada kondisi rendah menuju sedang rendahnya,



impelementasi kebijakan tentang tata ruang ternyata terpengaruh
terhadap rendahnya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten
Cianjur. Beberapa kendala yang dihadap di Kabupaten Cianjur
dalam pengembangan potensi pariwisata antara lain; terbatasnya
anggaran khususnya dari APBD Kabupaten Cianjur; terbatasnya
sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas
untuk melaksanakan kebijakan tentang tata ruang belum ada
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang impelementasi
kebijakan tata ruang; serta tingkat koordinasi yang masih kurang
memadai antara pihak pihak yang terkait dalam impelementasi
kebijakan tentang tata ruang.

Vianda, (2009), penelitian Implementasi Kebijakan
Pengembangan Pariwisata di Kota Bukittinggi. Bukittinggi sebagai
Kota tujuan wisata di Sumatera Barat memiliki potensi yang cukup
besar untuk dikembangkan. Berbagai upaya telah dilakukan,
revitalisasi objek wisata, serta pembangunan sarana pendukung
kegiatan pariwisata. Bagaimanapun pengembangan pariwisata
untuk masa yang akan datang perlu menjadi perhatian Pemerintah
Daerah sebagai sektor unggulan daerah yang akan menambah
pendapatan daerah karena kontribusi sektor pariwisata cukup besar
dalam peningkatan jumlah PAD. Mengingat potensi tersebut, maka
Pemerintah Daerah membuat kebijakan untuk pengembangan
pariwisata kedepan. Kebijakan tersebut terdapat dalam Peraturan
Walikota No.16 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang mana salah satu aspek yang
dikaji didalamnya termasuk potensi pariwisata. Sebagai
pedomannya dibuatlah RIPP (Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata). Sehingga diharapkan pengembangan pariwisata untuk
masa yang akan datang lebih baik lagi untuk menarik minat
wisatawan domestik maupun mancanegara. Berangkat dari
persoalan tersebut, peneliti menganalisis implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata di Kota Bukittinggi (Vianda, 2009).

Terdapat tujuh program dari kebijakan tersebut yaitu : (1)
Pengembangan objek wisata; (2) Pengembangan sarana
perhubungan menuju objek wisata; (3) Peningkatan kemampuan



pengelolaan pariwisata; (4) Peningkatan sadar wisata masyarakat;
(5) Pengembangan pusat informasi pariwisata; (6) Peningkatan
promosi wisata, (7) Pengembangan pusat pelayanan wisata terpadu.
Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif
kualitatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan
pariwisata di Kota Bukittinggi adalah komunikasi, sumber daya,
sikap/tingkah laku dan struktur birokrasi. Adapun kendala yang
dihadapi adalah terbatasnya lahan untuk pengembangan kegiatan
pariwisata di pusat kota, terbatasnya ragam dan intensitas atraksi
yang ada, keadaan ekonomi dan keamanan yang tidak menentu saat
ini belum menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah wisatawan
mancanegara yang cukup berarti, gambaran masyarakat Kota
Bukittinggi yang merupakan masyarakat yang agamais dalam
kehidupan sehari-hari masih terkait dengan adat istiadat. Untuk
pengembangan selanjutnya peneliti mengharapkan agar Pemerintah
Daerah mengupayakan adanya investor yang bekerjasama untuk
pengembangan pariwisata kedepannya.

Fatmawati, (2009), Judul penelitian Implementasi
Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata dalam Pencapaian Target
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang. Upaya penelitian
dilatarbelakangi isu aktual bahwa era otonomi daerah memberikan
peluang besar bagi Kabupaten Pandeglang untuk menggali potensi
objek wisata yang ada dan mengelolanya dengan kebijakan
Pemerintah Daerah secara baik sehingga dapat memberikan
kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Diduga
ketidaktercapaian target tersebut karena implementasi kebijakan
pengembangan objek wisata yang menjadi kewenangan dan tugas
pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pandeglang
belum optimal. Penelitian difokuskan untuk menjawab pertanyaan
penelitian, “Bagaimanakah upaya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan PAD
melalui implementasi kebijakan pengembangan objek wisata daerah
?7” dengan premis bahwa kebijakan pengembangan objek wisata di
daerah adalah keputusan daerah untuk menentukan rencana



strategis dalam mewujudkan visi dan misi melalui pemberdayaan
sektor indsutri pariwisata, sehingga dirumuskan hipotesis kerja
yang menyatakan “Kebijakan pengembangan objek wisata yang
diimplementasikan dengan baik akan dapat meningkatkan
pencapaian target pendapatan sektor pariwisata” (Fatmawati, 2009).

Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dan metode yang
digunakan dengan studi deskriptif. Untuk itu dilakukan
pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Dinas,
Kepala Bidang Objek dan Atraksi Wisata, Kepala Seksi Obyek dan
Daya Tarik Wisata, dan Kepala Seksi Usaha, Sarana dan Jasa
Pariwisata di lingkungan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang sebagai informan. Dari data yang diperoleh
dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, verifikasi data dan
penyimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pembangunan
pariwisata daerah pada hakekatnya bertumpu pada keunikan dan
kekhasan budaya dan alam. Implementasi kebijakan pengembangan
objek wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Pandeglang sudah dilaksanakan melalui pembangunan dan
pemeliharaan objek wisata, akan tetapi masih belum optimal terkait
dengan keterbatasan anggaran daerah dan masih adanya hambatan-
hambatan internal, seperti kekurangansiapan SDM, fasilitas kerja,
dan sarana/prasarana. Begitu pula kendala-kendala dari luar
dirasakan masih ada, seperti lemahnya kesadaran masyarakat
terhadap pemeliharaan objek wisata dari pencemaran lingkungan
dan pelestarian budaya daerah. Kesimpulan dari penelitian ini
bahwa ketercapaian target PAD sektor pariwisata masih perlu
ditingkatkan hingga 100% untuk tahun anggaran 2009 karena
penerimaan tahun 2008 baru mencapai 54,5%. Oleh sebab itu
disarankan agar diciptakan kerjasama dengan pihak lain untuk
mensosialisasikan  dan  memberlakukan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Pandeglang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Veriani, (2009), Dalam karya ilmiahnya Implementasi
kebijakan pengembangan kawasan wisata Kabupaten Kebumen.
Terletak di daerah transit antara Surabaya-Jakarta dan sebaliknya,



ada banyak kemungkinan untuk para pelancong untuk transit. Itulah
sebabnya Kebumen menjadi daerah transit bagi wisatawan.
Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Wisata dan Budaya Resmi
mencoba untuk mewujudkan Kebumen sebagai Destinasi
Pariwisata, tidak hanya sebagai daerah transit. Penelitian ini
mencoba  untuk  menggambarkan  bagaimana  kebijakan
Pengembangan Pariwisata Daerah dilaksanakan dan apa jenis faktor
mempengaruhi itu. Pada awalnya, peneliti teoritis mencoba untuk
menjelaskan konsep kebijakan terdiri dari kebijakan publik.
Kemudian, menjelaskan konsep pengembangan pariwisata
perbaikan, partisipasi masyarakat dalam pariwisata, kemitraan, dan
dampak pariwisata. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-
deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah baik
data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder
(dokumentasi dari pemerintah dan website), (Veriani, 2009).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen
memiliki banyak potensi pariwisata, namun, banyak dari mereka
yang tidak maksimal dikelola. Beberapa obyek wisata yang dikelola
dengan baik adalah Gua Jatijajar, Gua Petruk, Pantai Petanahan,
Karang Bolong Beach, Krakal Hot Spring, Wadaslintang Waduk,
dan Waduk Sempor. Mereka objek wisata memberikan kontribusi
terhadap PAD Kabupaten Kebumen itu yang dikumpulkan dari tiket
retribusi dan pelayanan parkir. Pelaksanaan Kebijakan Daerah
Pariwisata Nasional dan Kebijakan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah sebagai referensi.

Pada dasarnya kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah
di Kebumen Kabupaten harus memenuhi empat kondisi
pengembangan yang terdiri dari daya tarik wisata, aksesibilitas,
kemudahan, dan pemasaran pariwisata. Dalam perkembangan ini,
pemerintah Kabupaten Kebumen menawarkan satu, dua, dan tiga
hari paket wisata. Pengembangan juga menganggap pembagian
kawasan wisata, rencana zonal, dan skala prioritas pemasaran
pariwisata. Penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi  peningkatan kawasan wisata di Kebumen
Kabupaten. Faktor-faktor ini adalah stakeholder, lembaga, sumber



daya keuangan, keselamatan, dan promosi pariwisata. Pemerintah
menjadi stakeholder utama, sehingga sumber daya keuangan yang
didapat dari APBN/APBD. Keselamatan dan promosi pariwisata
merupakan faktor penting untuk menarik wisatawan.

Tresiana & Duadji, (2017), Kolaboratif Pengelolaan
Pariwisata Teluk Kiluan (Collaborative Management Of The Teluk
Kiluan Tourism). Proses kolaboratif adalah dimensi kunci dari
perencanaan manajemen pariwisata berbasis komunikasi. Proses
kolaboratif membutuhkan partisipasi masyarakat, keberadaan
kesetaraan kekuasaan dan kompetensi aktor sebagai jaminan
keberlanjutan dialog warga asli. Tujuan dari artikel ini menjelaskan
apakah prasyarat yang dimiliki dan diperlukan untuk terciptanya
proses kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan ada,
sehingga proses kolaboratif tidak menghasilkan pseudo demokrasi
tetapi bermanfaat bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan
melalui tahap inventarisasi baik data primer dan sekunder. Hasil
penelitian menemukan bahwa rendahnya persyaratan Teluk Kiluan
menunjukkan kondisi masyarakat yang tidak kolaboratif yang
membutuhkan perubahan dalam strategi kebijakan melalui
dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, manfaat langsung,
penggunaan sumber daya lokal, penguatan kelembagaan lokal dan
sinergi antara tingkat dan daerah (Novita Tresiana & Duadji
Noverman, 2017).

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Judul Masalah Metodologi | Temuan
1 Rina Model Belum terdatanya | Action Pengembangan
Kurniawati, Perencannaan potensi objek Research Pariwisata melalui
dkk, 2015 dan wisata di konsep
Pengembangan | Kelurahan ecocultural,
Daya Tarik Pondok Cabe konsep
Wisata di Udik Di pembangunan
Kelurahan Tangerang daerah yang
Pondok Cabe Selatan berwawasan
Udik Kota lingkungan dan
Tangerang budaya.
Selatan




Fitridamayanti | Strategi Wisata | Belum Qaulitative | Pengembangan
Razak Benu, Bahari Pantai terfasilitasinya Descriptive | pariwisata
dkk, 2017 Malalayang sarana prasarana Analisis Malalayang
di objek wisata melalui
bahari pantai pemenuhan
Malalayang. infrastruktur
ditekankan pada
tempat kuliner,
bekerjasama
swasta dan
pemerintah secara
berkelanjutan.
Febrianty, Strategi Rendahnya animo | Kualitatif Terdapat beberapa
2015 Pengembangan | wisatawan untuk potensi wisata di
Wisata Pesisir | berkunjungn ke Pantai Batu Lima,
Pantai; Studi Pantai Batu Lima dengan adanya
Kasus Desa Kabupaten Tanah atraksi budaya
Batu Lima Laut mandi badudus,
dan fasilitas
cottage.
Irma Meriani Analisis Kurangnya Kualitatif Diketahui
Hepi, dkk, Pengembangan | berkembang nya kurangnya
2015 Wisata Pantai Wisata Pantai pemahaman
Indah Popoh Indah Popoh masyarakat di
Sebagai Sebagai Daerah lokasi wisata
Daerah Tujuan | Tujuan Wisata terhadap objek
Wisata Wisata | Wisata dengan wisata sehingga
Kabupaten baik. strategi
Tulungagung pengembangannya
perlu sosialisasi
secara Bersama
kepada
masyarakat.
Sukarti, dkk, Penilaian Belum adanya Metode Penilaian
2017 Potensi penilaian potensi Survey kesesuaian
Pengembangan | Pengembangan terhadap Kawasan
Pariwisata secara pantai Batakan
yang berkelanjutan di sangat tepat untuk
berkelanjutan Kawasan pantai dikembangkan
pada Kawasan Batakan sebagai pariwista
Pariwisata berkelanjutan, dan
Pantai Batakan adanya faktor
di Kabupaten pendukung
Tanah Laut
Faridul Islam Jurnal Kemiskinan yang Kualitatif Temuan
& Jack Indigenous termarginalkan di | dengan menentukan
Carslen, 2016 | Communities, tengah kawasan pendekatan | tingkat
tourism pengembangan studi kasus kepercayaan,
development pariwisata kesadaran dan
and exreme pelatihan yang
poverty dibutuhkan oleh
allevation in masyarakat miskin
rural agar bisa terlibat
Bangladesh dalam

pengembangan




pariwisata

7 Jorge Jurnal The Korelasi pengaruh | Metode Peningkatan
Ridderstaat, Tourism pengembangan Kuantitatif, | Pengembangan
dkk, 2014 Development- | pariwisata dengan | analisis Pariwisata akan

Quality of Life | tingkat kualitas kointegrasi | mempengaruhi
Nexus in a hidup kualitas hidup,
small Island karena itu
Destination pembuat
kebijakan harus
memahami
terhadap
efektifitas tourism
development
dengan tingkat
ekonomi
masyarakat.

8 Yaping Liu, Jurnal the Menurunnya Survey Pemerintah
dkk, 2015 impact of dampak Kualitatif sebaiknya

tourism pariwisata melakukan

development terhadap atau kebijakan

on local dampak negative pembatasan

resident in terhadap pemanfaatan tanah

Bama, peningkatan untuk pariwisata,

Guangxi, pariwisata dengan

China mengurangi
pembangunan real
estate dengan
menyeimbangkan
antara
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
melalui bantuan
terhadap petani

9 Ding Du, Jurnal Tourism | Peningkatan Kuantitatif Terdapat
2016 and Economic pengembangan regresi hubungan yang

Growth pariwisata juga Kuadrat signifikan dari
mempengaruhi wisatawan
pada peningkatan mancanegara
ekonomi terhadap
masyarakat, pertumbuhan
terutama dari ekonomi, melalui
hasil upah di pendapatan
sektor pariwisata standar
masyarakat,
namun tidak
memiliki peran
dalam
peningkatan
ekonomi nasional
dan local.

10 | Guslina Dewi, | Analisis Efektivitas Kualitatif efektivitas
2005 Efektivitas implementasi implementasi

Implementasi kebijakan kebijakan
Kebijakan pengembangan pengembangan




Pengembangan

pariwisata di kota

pariwisata di kota

Pariwisata di Palembang Palembang masih
Kota beserta dengan tergolong rendah,
Palembang faktor-faktor yang Rendahnya
mempengaruhi efektivitas
efektivitas implementasi
implementasi tersebut
kebijakan tersebut disebabkan oleh
rendahnya kualitas
sumber daya
manusia sebagai
pelaku wisata,
tidak dikelolanya
potensi wisata dan
sarana prasarana
dengan baik.

11 | David H, Pengaruh terbatasnya Deskriptif variabel

2006 Implementasi anggaran, analisis implementasi
Kebijakan terbatasnya kualitatif kebijakan tentang
Pemerintah sumber daya tata ruang
Daerah tentang | manusia baik dari menurut persepsi
Tata Ruang segi kualitas responden berada
terhadap maupun kuantitas pada kondisi
Pengembangan | untuk rendah menuju
Potensi melaksanakan sedang; variabel
Pariwisata di kebijakan belum pengembangan
Kabupaten ada petunjuk potensi pariwisata
Cianjur pelaksanaan dan di Kabupaten

petunjuk teknis Cianjur menurut
tentang persepsi
implementasi responeden berada
kebijakan tata pada kondisi
ruang; serta rendahnya
tingkat koordinasi implementasi
yang masih kebijakan tetntang
kurang memadai tatat ruang
ternyata
berpengaruh
terhadap
rendahnya
pengembangan
potensi pariwisata
di Kabupaten
Cianjur.

12 | Vianda, 2008 Implementasi terbatasnya lahan Deskriptif Faktor-faktor yang
Kebijakan untuk Kualitatif mempengaruhi
Pengembangan | pengembangan kebijakan
Pariwisata di pariwisata di pengembangan
Kota pusat kota, pariwisata di Kota
Bukittinggi terbatasnya ragam Bukittinggi adalah

dan intensitas
atraksi yang ada,
keadaan ekonomi
dan keamanan
yang tidak

komunikasi,
sumber daya,
sikap/tingkah laku
dan struktur
birokrasi,




menentu,
masyarakat yang
agamais dalam
kehidupan sehari-
hari masih terkait
dengan adat

Pemerintah
Daerah harus
mengupayakan
adanya investor
yang bekerjasama
untuk

istiadat. pengembangan
pariwisata
13 | Fatmawati, Implementasi upaya Dinas Deskriptif Ketercapaian
2009 Kebijakan Kebudayaan dan Kualitatif target PAD sektor
Pengembangan | Pariwisata pariwisata masih
Objek Wisata Kabupaten perlu ditingkatkan
dalam Pandeglang untuk hingga 100%
Pencapaian meningkatkan untuk tahun
Target PAD anggaran 2009
Pendapatan karena
Asli Daerah penerimaan tahun
Kabupaten anggaran 2008
Pandeglang baru mencapai
54,5%. Oleh
sebab itu
disarankan agar
diciptakan
kerjasama dengan
pihak lain untuk
mensosialisasikan
dan
memberlakukan
Peraturan Daerah
Kabupaten
Pandeglang
tentang Pajak
Retribusi Daerah.
14 | Ria Veriani, Implementasi bagaimana Deskriptif Kebijakan
2009 kebijakan kebijakan Kualitatif Pengembangan
pengembangan | Pengembangan Pariwisata Daerah
kawasan Pariwisata Daerah di Kebumen
wisata dilaksanakan dan Kabupaten harus
Kabupaten apa jenis faktor memenuhi empat
Kebumen yang kondisi
mempengaruhi pengembangan

yang terdiri dari
daya tarik wisata,
aksesibilitas,
kemudahan, dan
pemasaran
pariwisata faktor-
faktor yang
mempengaruhi
adalah
stakeholder,
lembaga, sumber
daya keungan,
keselamatan, dan
kebijakan




pariwisata.

15 | Tresiana & Kolaboratif Kesetaraan Deskriptif Rendahnya
Duadji, 2017 Pengelolaan kekuasaan dan Kualitatif persyaratan teluk
Pariwisata kompetensi actor kiluan
Teluk Kiluan pemimpin yang menjunjukkan
belum masyarakat tidak
terkomunikasikan kolaboratif,
dengan baik, memaksakan
mengakibatkan pemerintah harus
belum adanya merubah strategi
kolaboratif kebijakan, melalui
pengelolaan teluk kerja sama swasta
kiluan. dan masyarakat
local agar dapat
memanfaatkan
Kawasan wisata
yang sinergi antar
daerah dengan
pusat
16. | Sihabuddin Implementasi Pelaksanaan Kualitatif Temuan pada Uji
Chalid Kebijakan Perda Model Edward,
Pengembangan | Pengembangan adalah;
Pariwisata Pariwisata yang Komunikasi,
Kabupaten belum membawa rumusan
Tanah Laut multiplier effect implementasi
terutama kebijakan masih
peningkatan belum optimal,
ekonomi Sumber Daya;
masyarakat, cakupan staf
pengelolaan dalam
pariwisata masih pelaksanaan
belum optimal kebijakan belum

mencukupi
dengan beban
kerja. untuk
melaksanakan
implementasi
kebijakan dengan
wilayah yang
cukup luas,
Disposisi;
kesadaran,
kemampuan
penyampaian
arahan, intensitas
respon
implementasi
kebijakan belum
optimal. Struktur
Birokrasi, sudah
mempunyai
tupoksi, norma
dan kesesuaian
pola hubungan
yang baik. Dalam




pengembangan
pariwisata, perlu
manajemen
strategis
kebijakan,
kepemimpinan,

melalui model
kolaboratif.

2.2. Landasan Teoritis
2.2.1. Pengembangan Pariwisata adalah Bagian Kebijakan
Publik
2.2.1.1. Konsep Pariwisata dari Perspektif Ekonomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata,
pelancongan turisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan
perjalan untuk rekreasi (Indonesia, 2010), UN Conference on
Travel and Tourism pada 1963 mendefinisikan pariwisata, sebagai
perjalanan dari seorang turis (tourist) atau wisatawan yang
disamakan dengan pengunjung (visitor), dan mendefinisikan visitor
sebagai setiap orang yang mengunjungi negara yang belum
merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan
untuk mencari pekerjaan atau penghidupan dari negara yang
dikunjungi (Nation, 1963)

Pada saat ini World Travel Organization (WTO),
merekomendasikan definisi yang luas dari pariwisata, Vaitu
“sebagai kegiatan orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-
tempat diluar lingkungan mereka yang biasa selama tidak lebih dari
satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis dan tujuan lain”.
Istilah lingkungan biasa dimaksudkan untuk mengecualikan
perjalanan di dalam area tempat tinggal biasa, perjalanan yang
sering dan teratur antara tempat tinggal dan tempat kerja, dan
perjalanan komunitas lainnya yang bersifat rutin (WTO, 2005).

WTO menjelaskan pariwisata didefinisikan sebagai
kegiatan orang-orang yang disebut sebagai “visitor” atau
pengunjung. Pengunjung adalah seseorang yang melakukan
kunjungan ke tujuan utama di luar lingkungan yang biasa selema
kuran dari satu tahun untuk tujuan utama (termasuk) liburan,
rekreasi, bisnis, kesehatan, Pendidikan, atau tujuan lainnya.

dan pengendalian,




Lingkup ini adalah jauh lebih luas dari pada persepsi tradisional
wisatawan, yang hanya mereka yang berpergian untuk liburan
(WTO, 2005).

Penggunaan konsep yang luas ini memungkinkan untuk
mengidentifikasi pariwisata antar negara dan juga pariwisata di
suatu negara. “Pariwisata” mengacu pada semua aktivitas
pengunjung, termasuk “wisatawan (pengunjung malam)” dan
pengunjung pada hari yang sama. Di Batu Night Spectakular, Batu
Malang Jawa Timur, semua pengunjung hanya malam hari dapat
berkunjung, karena destinasi yang hanya dibuka untuk malam hari.
Istilah ““aktivitas orang” mengambil arti umumnya sebagai
pencarian individu tertentu dan bukan sebagai istilah singkat untuk
“kegiatan ekonomi produktif”’, seperti yang digunakan dalam
“International Standard Industrial Clasification”. Dalam pariwisata
“kegiatan orang” mengacu pada pencarian individu-individu yang
memenuhi syarat “pengunjung”.

Untuk lebih spesifik lagi UNWTO mengkategorikan untuk
pariwisata agar tidak merancukan pemahan terhadap beberapa
kemungkinan ada pengertian seperti peziarah, pejalan kaki, yaitu;

1. Pariwisata internasional, yang terdiri dari

a. Inbound tourism. Kunjungan ke suatu negara oleh bukan
penduduk.

b. Wisata outbound; Kunjungan oleh penduduk suatu negara
ke negara lain.

2. Pariwisata internal; kunjungan oleh penduduk dan bukan
penduduk dari negara lain.

3. Wisata domestic; kunjungan oleh penduduk suatu negara ke
negara mereka sendiri.

4. Pariwisata nasional; pariwisata internal plus pariwisata
outbond (pasar pariwisata penduduk untuk agen perjalanan
maskapai penerbangan dan pemasok lain) (UNWTO,
Policy and Practice for Global Tourism, 2017).

Gambar 2.1 Kategori Pariwisata
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Menurut UU No. 10/2/2009 tentang kepariwisataan
“pariwisata didefinisikan sebagai; “keseluruhan kegiatan yang
terkait dengan pariwisata dan multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang lain dan negara serta
interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama
wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha”
(Kemenpar RI, 2009).

Beberapa pakar pariwisata menjelaskan pariwisata dalam
berbagai versi. Barangkali definisi paling tua adalah definisi yang
dikembangkan olen Guyer Feuler 1905 dalam Yoeti, yang
menyebutkan bahwa pariwisata adalah kumpulan kegiatan, layanan
dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan yang terdiri
dari transportasi, akomodasi, tempat makan dan minum, toko ritel,
bisnis hiburan dan layanan perhotelan lain yang disediakan untuk
perorangan atau kelompok yang bepergian jauh dari rumah.

“Tourism is a collection of activities, services and
industries which deliver a travel experience comprising
transportasion, accomadotion, eating and drinking
establisments, retail, shops, entertainment business and
other hospitality services provided for individuals or

groups travelling away from home”. (Yoeti, 2016)

Leiper dalam The framework of Tourism mengemukakan
definisi asal dari pariwisata sebagai perjalanan untuk bersenang-
senang (traveling for peasure, la mengemukakan bahwa sejak awal
definisi turis begitu merentang lebar, tergantung sudut pandang
(Lieper, 1979).




Goeldner dan Ritchie mendefinisikan pariwisata sebagai
“proses kegiatan, dan hasil yang timbul dari hubungan dan interaksi
diantara wisatawan, pemasok pariwisata, pemerintah ruan rumabh,
komunitas tuan rumah, dan lingkungan sekitarnya yang terlibat
dalam menarik dan menjadi tuan rumah dan pengunjung.

Thus, tourism may be defined as the processes, activities,
and outcomes arising from the relationships and the interactions
among tourists, tourism suppliers, host governments, host
communities, and surrounding environments that are involved in
the attracting and hosting of visitors. Toursm is a composite of
activities services, and industries that deliver a travel experience,
transportation,  accommodations, eating and  drinking
establishments, shops, entertainment, activities fasilities, and other
hospitality services available for individuals or groups that are
traveling away from home. It accompanies all providers of visitor
and visitor-related services. Tourism is the entire world industry of
travel, hotels, tramportation and all othe components that, including
promotion, serve the needs and wants of travelors. Finally tourism
is the sum total of tourists expenditures within borders of a nation
or political subdivision or a transportasion -centered economic area
of contigues stress a nations. The economic concept also consider
the income multiplier or thses tourist expenditures (Ritchie., 2009).

Definisi yang dinyatakan oleh Robert Woodrow Mc. Intosh
dan Charles R Goeldner dalam Tourism; Principles, Practices,
Philosophies, yang mendefinisi-kan pariwisata sebagai agregasi,
fenomena dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan,
pemasok bisnis, pemerintah tuan rumah dan masyarakat tuan rumah
dalam proses meneraik dan menjadi tuan rumah bagi para turis dan
pengunjung lainnya. (“The sum of the phenomena and relationship
arising from the interaction of tourists, business suppliers, host
governments and host communities in the process of attracting and
hosting these tourists and other visitors”) (Ritchie., 2009).
Ditambahkan menurut Bungin, (2015) dalam konsep pariwisata
modern, adalah konsep pariwisata didesain sebagai produk bisnis,
mulai dari destinasi, transportasi, perhotelan di paket dalam kesan



yang menantang, mengagumkan dan pengesankan. Pariwisata
bersentuhan dengan sektor-sektor lain (Bungin, 2015)

Dari definisi tersebut, maka konsep pariwisata secara teori
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pariwisata yang dipahami
sebagai kegiatan, sebagai sistem, dan sebagai fenomena. Berkenaan
dengan pemahaman pariwisata kegiatan, maka pariwisata
mempunyai lima ciri, yaitu ada perjalanan menuju destinasi wisata,
dilakukan secara sadar, hanya sementara waktu, bukan untuk
bekerja, untuk memenuhi kebutuhan berwisata. Sebagai sistem,
meliputi tiga system yang berjalan bersamaan, yaitu system
perpindahan manusia, system penyediaan layanan manusia, dan
system penggunaan atau pemanfaatan layanan, termasuk di
dalamnya system transaksi atas penggunaan layanan wisata.
Sebagai fenomena, terdapat tiga jenis fenomena, yaitu fenomena
industri, fenomena pergantian (sirkulasi) lingkungan, dan fenomena
pergerakan yang kompleks. Kaitannya dengan pariwisata sebagai
suatu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai
suatu sistem.. Tentu saja ketiga pemahaman tersebut saling
berhimpitan atau bersambungan satu sama lain  (Nugroho,
Kebijakan  Pariwisata, Sebuah Pengantar untuk Negara
Berkembang, 2018). (Wahab, 2012)

Ketiga pemahaman tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Tiga Pemahaman Pariwisata oleh Nugroho

Kegiatan Proses/Sistem Fenomena
1. Perjalanan ke | 1. Proses/sistem 1. Industri
daerah tujuan perpindahan
manusia
2. Dikerjakan 2. Proses/sistem 2. Pergantian
secara sadar penyediaan lingkungan
pelayanan
3. Sementara 3. Proses/sistem 3. Pergerakan
Waktu penyediaan yang kompleks
pelayanan
4. Bukan Untuk




bekerja

5. Memenuhi
kebutuhan

Sumber: (Nugroho, Kebijakan Pariwisata, Sebuah Pengantar untuk
Negara Berkembang, 2018)

Dengan demikian dapat dijelaskan, pemahaman yang
paling luas adalah fenomena, kemudian proses/sistem, dan paling
sempit adalah kegiatan. Pemahaman ini digunakan untuk
menyiapkan pemahaman tentang ‘“kebijakan pariwisata” secara
umum dimana pada perspektif paling luas adalah kepariwisataan,
kemudian pariwisata, dan paling sempit adalah kegiatan pariwisata.
Pemahaman digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2. Tiga Jenjang Pemahaman “Pariwisata”
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Sumber : (Nugroho, Kebijakan Pariwisata, Sebuah Pengantar untuk
Negara Berkembang, 2018)

Dari tiga jenjang pemahaman tersebut peneliti membatasi
ruang lingkup pembahasannya pada pemahaman “pariwisata”
dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Hal ini
peneliti maksudkan untuk lebih memfokuskan pembahasan dan
analisis implementasi kebijakan pariwisata yang akan diteliti,
karena makna ini sesuai dengan makna pembangunan nasional,
yang mengacu pada UU Kepariwisataan No. 10/2/2009, yang hanya
menyebutkan pembangunan pariwisata—mengacu 4 macam




kegiatan, vyaitu; produk, destinasi, promosi (marketing),
kelembagaan. (Kemenpar RI, 2009)

Dalam model yang dikemukakan oleh Leiper, pariwisata
terdiri atas tiga komponen yaitu wisatawan (tourist), elemen
geografi (geographical elements) dan industri pariwisata (tourism
industry). Robert Mc.Intosh bersama Shashiakant Gupta dalam
(Pendit, 2003)mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan
gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis,
pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses
menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para
pengunjung lainnya.

Pengembangan kawasan wisata baik lokal, regional
maupun nasional pada suatu negara erat kaitannya dengan
pembangunan ekonomi daerah atau suatu Negara, dengan kata lain
pengembangan kepariwisataan pada suatu kawasan wisata selalu
akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat
banyak. Pengembangan kawasan wisata dimana industri
pariwisatanya akan berkembang dengan baik serta memberi
dampak positif bagi daerah itu, menciptakan lapangan kerja, bahkan
akan terjadi permintaan baru dari hasil-hasil pertanian, kerajinan
tangan dan pendidikan dalam melayani wisatawan. Pengembangan
pariwisata diartikan sebagai suatu cara untuk mengembangkan
destinasi, kawasan wisata dan daya tarik wisata menjadi lebih baik
dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah,
industri pariwisata dan wisatawan.

Konsep daya saing banyak diadaptasi dari teori ekonomi
untuk industri atau perusahaan yang mendefinisikan daya saing
secara umum sebagai kemampuan bersaing perusahaan atau industri
atau negara secara berkelanjutan untuk meningkatkan produk dan
proses dalam rangka menciptakan keunggulan bersaing. Untuk
pariwisata, daya saing destinasi wisata adalah kemampuan
penyediaan barang dan jasa yang lebih baik dibanding destinasi lain
(Murphy, Pritchard, dan Smith, 2000). Definisi lain adalah daya
saing adalah faktor-faktor yang mampu menciptakan penambahan



nilai produk (Alina & Catalina, 2009) (Dwyer, Larry, Kim,
Chulwon, 2014)

(YYoeti, 2016) dalam Bambang Sunaryo; mengemukakan
bahwa daya tarik dari suatu destinasi merupakan faktor yang paling
penting dalam rangka mengundang  wisatawan  untuk
mengunjunginya. Suatu destinasi dapat menarik wisatawan paling
tidak harus memenuhi syarat utama yaitu; destinasi tersebut harus
mempunyai apa yang disebut dengan ‘“something to see”.
Maksudnya, destinasi tersebut harus mempunyai daya tarik khusus
yang bisa dilihat oleh wisatawan, disamping itu juga harus
mempunyai atraksi wisata yang dapat dijadikan sebagai
“entertainments” bila orang datang untuk mengunjunginya.
Selanjutnya destinasi tersebut juga harus mempunyai “something to
do”. Selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus juga
disediakan beberapa fasilitas rekreasi atau amusements dan tempat
atau wahana yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk
beraktivitas seperti olah raga, kesenian maupun kegiatan yang lain
yang dapat membuat wisatawan menjadi betah tinggal lebih lama.
Kemudian destinasi juga harus mempunyai “something to buy”.
Ditempat tersebut harus tersedia barang-barang cidera mata
(souvenir) seperti halnya kerajinan rakyat setempat yang bisa dibeli
wisatawan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal
masing-masing (Sunaryo, 2013).

(Lundberg, 2011) menemukan bahwa pariwisata telah
menjadi pendorong perekonomian baik negara maju maupun negara
berkembang, setidaknya pada empat sektor pendukungnya
perhotelan, restoran, penerbangan, dan sektor pendukungnya. Hal
yang sama dikemukakan oleh (Sinclair dan Stabler, 1998) bahwa
pariwisata sekarang adalah ekspor terbesar ketiga dalam hal
pendapatan global setelah bahan bakar dan bahan kimia. Menteri
Pariwisata Arief Yahya akan mentargetkan pariwisata akan menjadi
penghasil devisa negara terbesar sekaligus menjadi destinasi
pariwisata terbaik ditingkat regional serta global. Sektor pariwisata
diproyeksikan mampu menyumbang produk domestik brotu sebesar
15 persen, Rp 280 triliun untuk devisa negara, 20 juta kunjungan



wisatawan mancanegara, 275 juta perjalanan wisatawan nusantara
dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada tahun 2019. (Nugroho,
Kebijakan  Pariwisata, Sebuah Pengantar untuk Negara
Berkembang, 2018). Menurut Direktur Eksekutif WTTC, Gloria
Guevara, sektor pariwisata menyumbang 10,4 persen dari
pertumbuhan dunia dan menyediakan lebih dari 313 lapangan
pekerjaan.

Dengan  demikian  pariwisata  sangat  signifikan
mempunyai kegiatan yang akan memberikan peningkatan ekonomi,
yaitu sebagai kegiatan ekonomi yang mempunyai efek pengganda
(multiplier effect) terbesar disbanding sektor-sektor lainnya.
Linkorish dan Jenkins menjelaskan lima jenis multiplier dari
pariwisata, yaitu transactions or sales mulitpliers, output multiplier,
income multiplier, government revenue multiplier, dan employment
multiplier. Sehingga sektor pariwisata diyakini mampu
menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di
seluruh negeri ini.

2.2.1.2.Konsepsi Pembangunan Pariwisata
Berkelanjutan
Beberapa ahli ada menyatakan sebaiknya konsepsi
pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan
aspek-aspek spasial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui
kebijakan ~ ekonomi  dalam banyak hal  membuktikan
keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara
Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara maju lain.
Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya
dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan
dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik
yang bertanggung jawab, sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat
diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-
kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi
masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-
lembaga sosial (social capital), juga ikut dipelihara bahkan
fungsinya ditingkatkan. Sementara dalam aspek lingkungan, aspek
fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi



kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting
pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam
perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang
dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan
semata (rent seeking). Demikianlah, hasil-hasil pembangunan dapat
dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi
(menembus) batas ruang (interregion) dan  waktu (inter-
generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang
relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (lwan
Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2009)

Konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas sejalan
dengan kajian terhadapnya maupun implementasi di berbagai
negara dan wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan.
Kelemahan tersebut muncul seiring ditemukannya fenomena yang
khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan public
good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan
sistem politik yang kurang berkeadilan. Kelemahan-kelemahan
itulah yang menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan
maupun aliran penduduk, barang dan jasa, prestasi, dan
keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya. Seluruh
sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi
alirannya sehingga divergence menjadi makin parah. Akibatnya,
hasil pembangunan menjadi mudah diketemukan antar wilayah,
sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. implisit,
juga terjadi dikotomi antar waktu dicerminkan oleh
ketidakpercayaan terhadap sumberdaya saat ini karena penuh
dengan berbagai resiko (high inter temporal opportunity
cost). Keadaan ini bukan saja jauh dari nilai-nilai moral tapi
juga cerminan dari kehancuran (in sustainability). Ikut main di
dalam permasalahan di atas adalah mekanisme pasar yang
beroperasi tanpa batas. Perilaku ini tidak mampu dihambat
karena beroperasi sangat massif, terus-menerus, dan dapat dite-
rima oleh logika ekonomi disamping didukung oleh kebanyakan
kebijakan ekonomi secara sistematis.



Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa
sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan
di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar
pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin
tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap
pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan
mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing
yang tepat (Kuncoro, 2004). Dalam konteks inilah diperlukan
’strategi berperang” modern untuk memenangkan persaingan
dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal
(Chairunnisa dan Rahman, 2013) pertama, visi terhadap
perubahan dan gangguan. Kedua, kapabilitas, dengan
mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel
dan cepat merespon setiap perubahan. Ketiga, taktik yang
mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke
dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan
Lewwellen, Larrin dan Kiely dalam (Tikson, 2005)

Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro
tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-
teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses
perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori
keterbelakangan (under-development) ketergantungan
(dependent development) dan sistem dunia (world system
theory) sesuai dengan Kklassifikasi. Sedangkan membaginya
kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi,
keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma
tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang
pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang
paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada
satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan
kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang
pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif
sosiologi klasik Durkheim, Marx, dan Max Weber dalam



(Giddens, 1986) pandangan Marxis, modernisasi oleh (Rostow,
1964), strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan
pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan
berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi
pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat
diartikan sebagai “suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan
alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga
negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling
manusiawi (lwan Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2009). Hal ini
dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi
kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun
mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan
hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien,
transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang
paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi
kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral
dan etika umat.

Pembangunan menurut (Siagian, 2001) adalah suatu usaha
atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa
‘nation building”. Menurut (Shoemaker, 1971) pembangunan
adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas
dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial
dan material. “termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan
dan kualitas lainnya yang dihargai”. Untuk mayoritas rakyat
melalui control yang lebih besar mereka peroleh terhadap
lingkungan mereka. Menurut Inayatullah, pembangunan ialah
perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan
realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang
memungkinkan suatu masyarakat maupun control yang lebih besar
terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya dan yang
memungkinkan pada warganya memperoleh control yang lebih
terhadap diri mereka sendiri. Menurut Shoemaker, (1971),
pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-



ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk
menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang
lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada
tingkat sistem sosial. Menurut UNDP bahwa definisi pembangunan
adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi
penduduk. (Tadaro, 2000), mengemukakan bahwa pengertian
pembangunan dibagi dalam tiga komponen dasar, sebagai basis
konseptual dan pedoman praktis dalam memahami pembangunan
yang paling hakiki yakni kecakapan yang memenuhi kebutuhan
pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri serta kebebasan
dalam memilih. Selanjutnya pengertian pembangunan menurut
Todaro bahwa sebagai suatu proses multidimensional yang
mencakup berbagai mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap
masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap
mengejar  akselerasi  pertumbuhan  ekonomi,  penanganan
ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Menurut
(Dudley, 1983) pembangunan adalah proses merealisasikan potensi
manusia. Menurut Sadono Surkino, pembangunan adalah suatu
usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat
dapat meningkatkan dalam jangka Panjang. Menurut (Galtung,
2003), Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan
kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun
kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan,
baik terhadap kehidupan social maupun lingkungan alam. Menurut
(Soedjatmoko, 1996) pengbangunan adalah suatu perubahan sosial
budaya. Amartya K. Sen dalam (Tadaro, 2000) mengartikan
pembangunan sebagai suatu proses pembebasan manusia dari
keterbelengguannya.

Menurut (Kartasasmita, 1996) pembangunan
mendefinisikannya sebagai suatu proses perubahan kearah yang
lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Karena
pembangunan merupakan perubahan social dalam arti kehidupan
umat manusia beserta isi dan interaksinya-yang dipercepat dan
direncanakan.



Pembangunan (development) adalah proses perubahan
yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi,
infrastruktur,  pertahanan,  pendidikan dan  teknologi,
kelembagaan, dan budaya Alexander dan Portes dalam (Siagian,
2001) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi
ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses
perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek
kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dan berdaulat, pemerintah suatu negara secara terus
menerus akan melakukan kegiatan-kegiatan perubahan kearah
yang lebih baik atau yang umum disebut sebagai
“pembangunan”, menurut Eade dalam (Hamdi, 2014) Hamdi
bagi negara negeri sedang berkembang, rangkaian kegiatan
pembangunan itu merupakan tugas pemerintahan yang utama,
yang dilakukan sejak awal kemerdekaannya. Gant memaparkan
tugas pembangunan ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun identitasnya sebagai suatu negara-bangsa
yang bersatu dan terintegrasi dan menciptakan suatu
system baru untuk pembuatan kebijakan dan keputusan.

2. Membangun sistem untuk menterjemahkan aspirasi dan
tuntutan rakyat ke dalam kebijakan dan program hal-hal
utama

3. Membangun sistem untuk menterjemahkan aspirasi dan
tuntutan rakyat kedalam kebijakan dan program yang
layak, suatu proses pengambilan keputusan yang
responsive terhadap hal hal utama

4. Memperbaiki ketidaksamaan dan ketidakadilan dalam
masyarakat

5. Meningkatkan standar kehidupan dan memperbesar
kesempatan individual untuk ekpresi dan kemajuan
perorangan (Hamdi, 2014)

Secara garis besar, tujuan pelaksanaan pembangunan

tersebut mencakup dua hal berikut; 1) Penghapusan kemiskinan, 2)
Peningkatan kualitas kehidupan dengan memperhatikan hak-hak



martabat dan kebebasan kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan ini,
maka diperlakukan peningkatan kapasitas untuk pembangunan yang
meliputi dua hal berikut; 1) Organisasi dan Institusi, 2) Kehendak
rakyat dan kesiapannnya sebagai individu-mmelalui institusi
social.ynag menjanjikan perubahan yagng lebih baik.

Menurut (Tikson, 2005) bahwa pembangunan nasional
dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan
budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju
arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi,
misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan
produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga
kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.
Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin
kecil ~dan berbanding terbalik dengan  pertumbuhan
industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial
dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui
pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-
ekonomi, seperti pendidikan, pariwisata, perumahan, air bersih,
fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering
dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan
dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma
yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke
materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi
kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi
organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua
aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik,
yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro
(commuinity/group). Makna penting dari pembangunan adalah
adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan
diversifikasi. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas
kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek,
pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup
bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke



seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi
dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya,
baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Era Otonomi Daerah perlu dipikirkan suatu model
pembanguan yang memiliki  karakteristik dan  wawasan
kemasyarakatan, yang melihat pembangunan tersebut dari dalam
(inward looking). Perlu dicari alternatif-alternatif agar potensi diri
dijadikan dasar pertimbangan utama dan pertama dalam
merencanakan dan menyelenggarakan pembanguan di daerah.
Menurut Tantra, (2014), dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan diperlukan sebuah kerangka teoritik, yaitu sebuah
paradigma berfikir yang memperhatikan ruang (space) yang
realistik. Ruang tidak berarti semata-mata fisik, tetapi juga
lingkungan sosial budaya dalam arti luas. Dengan demikian konsep
keruangan adalah sebuah analisis sistematis dalam menampilkan
unsur tempat ke dalam analisis yang ditentukan secara khusus
sesuai dengan sifat dan struktur dari wilayah tertentu.

Pola dasar pembangunan yang memperhatikan ruang
nyata (fisik dan non fisik). Ruang semestinya didefinisikan secara
holistik, yaitu  memperhatikan  kesatuan wilayah secara
administratif, ekonomis, historis, dan empiris. Sehingga pola dasar
pembangunan dapat dipolakan secara komprehensif, dengan
memperhatikan secara sungguh-sungguh kondisi dan potensi
wilayah, baik alam, lingkungan maupun manusianya (Tantra,
2014).

Terkait dengan  pembangunan  pariwisata  dapat
dikelompokkan menjadi pembangunan fisik dan non fisik.
Pembangunan infrastruktur dan pembangunan superstruktur.
Pembangunan fisik pariwisata berkenaan dengan pembangunan
destinasi pariwisata, pembangunan yang berkenaan dengan akses,
baik berkenaan jalan dan hubungan transport; pembangunan
amenitas, berupa hotel, restoran, sanitasi pada saat masyarakat tidak
dapat membangun sendiri, dan pembangunan ansilaritas, yaitu
pendukung pariwisata, misalnya jaringan telekomunikasi dan



energi. Pembangunan non fisik, yang berkenaan dengan dua objek,
yaitu manusia dan Lembaga fisik, yang berkenaan dengan dua
objek, yaitu manusia dan Lembaga pembangunan manusia dibagi
menjadi :

1. Pembangunan individu, komunitas dan organisasi termasuk
didalamnya Pendidikan, pelatihan dan pendampingan untuk
tujuan penguatan kapasitas individual dan/atau professional,
asosiaonal, dan organisasional; dan

2. Pembangunan Lembaga dikelompokkan menjadi Lembaga
di sektor ekonomi, politik dan sosial budaya, yang
mencakup;

a. Lembaga ekonomi mencakup organisasi usaha formal
dan informal, tradisional dan modern

b. Lembaga  politik, misalnya  Lembaga-lembaga
demokrasi, baik Lembaga negara, ekskutif, legislative,
yudikatif, akuntatif, dan lembaga kemasyarakatan,
seperti  partai  politik dan  kelompok-kelompok
kepentingan, dengan fokus tugas membuat Lembaga-
lembaga tersebut memberikan dukungan politik kepada
sektor pariwisata.

c. Lembaga sosial budaya termasuk penggiat seni,
kelompok pekerja  budaya, hingga organisasi
pengelolaan wisata religi.

Dengan  demikian  konsep  pembangunan  dan
pembangunan pariwisata haruslah ditata dan direncanakan secara
menyeluruh, dan berkelanjutan. Pembagian tanggungjawab
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat (pihak swasta)
haruslah dipahami. Pemerintah menjadi penanggungjawab utama
untuk pembangunan atraksi, akses, amenitas, dan ansilaritas.
Penanggung jawab kedua adalah pemerintah daerah, dan
masyarakat sebagai partisipan. Pada Kawasan menengah,
pemerintah daerah menjadi penanggung jawab pertama untuk
atraksi, akses , amenitas, dan ansilaritas, didukung oleh pemerintah
pusat, dan masyarakat sebagai partisipan. Sehingga dengan
memperhatikan pada kondisi-konsisi kewilayahan, kebidangan dan



kultural, sehingga nanti nya hasil-hasil pembangunan tersebut akan
lebih dapat mengoptimalkan pada potensi-potensi dan kearifan
lokal, sebagai pembangunan berkesinambungan.

Kepariwisataan merupakan fenomena yang kompleksitas,
melibatkan ~ banyak sektor dan banyak aktor dalam
pembangunannya. Komponen-komponen dalam kepariwisataan
saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Hal ini
menggambarkan bahwa kepariwistawan adalah sebuah sistem yang
menggabungkan komponen-komponen. Konteks sistem
kepariwisataan dalam proses perencanaan, pembangunan dan
pengelolaan berkaitan erat terhadap ekonomi dengan aplikasi
teknologi dengan kebijakan serta peraturan terbarukan.

Dengan demikian pariwisata tersebut terdapat suatu
kriteria kesamaan dalam pemahaman peneliti, yaitu adanya
kegiatan ekonomi, konteksnya adalah industri, transportasi dan
market, maka diperlukan suatu kebijakan, regulasi terhadap
kegiatan pariwisata, baik pada sisi permintaan (demand) maupun
pada siswa penyediaan (supply), karena pariwisata merupakan
mobilisasi massa, yang sangat memerlukan kehadiran pemerintah.
Pembangunan dan pengembangan pariwisata sebagai konsekuensi
logis kebijakan publik sebagaimana yang dikatakan Dye apa yang
dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh suatu pemerintahan
yang berkuasa itulah kebijakan, pariwisata sebagai kegiatan yang
selalu bergerak dinamis, sesuai perkembangan dari seluruh
komponen memerlukan kebijakan yang memberikan suatu
kemajuan bagi seluruh masyarakatnya.

Menurut (Butler RW, 2006), tentang daya dukung dan
keberlanjutan wisata. Dia melihat bahwa atraksi wisata sangat
rapuh batas kapasitas mereka tidak bertahan (unsustainable). Butler
menyatakan bahwa wisata membawa serta benih kehancuran
mereka sendiri. Caranya adalah dengan mengatur destinasi wisata
agar tidak merusak diri sendiri.

Butler menjelaskan konsepnya tentang siklus evolusi
pariwisata sebagai berikut :



Visitor will come to an area itu small numbers initially,
restricted by lackt of access facilities, and local knowledge. As
facilities are provided and awareness grows, visitor numbers will
increase. With marketing, information dissemination, and further
facility provision, the area’s popularity will grow rapidly.
Eventually, however, the rate of increase in visitor numbers will
decline as levels of carriying capacity are reached. These may be
identified in terms of invironmental factors (e.g. land scarcity,
water quality, air quality), of physical plant (e.g transportation,
accommodation, other services). As the attracativeness of the area
declines relative to other areas, because of overuse and the impacts
of visitors, the actual number of visitors may also eventually
decline (Butler RW, 2006)

Dengan demikian Butler menyatakan tentang siklus
pariwisata pada enam tahap, sebagai berikut :

1. Tahap eksplorasi
Tahan Pelibatan
Tahap Pengembangan
Tahap Konsilidasi
Tahap Stagnasi (peremajaan, berkurangnya pertumbuhan,
stablisasi, menurun, dan penurunan yang berlanjut.
Gambar 2.3. Richard Butler Keberlanjutan Pariwisata
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Sumber : Nugroho, 2017)
Dengan mengacu pada pendapat Butler tersebut bahwa
haruslah pembangunan pariwisata dilakukan secara komprehensif



dan berkelanjutan, karena akan terjadi suatu titik jenuh, yang akan
menghentikan aktivitas dari kegiatan pariwisata itu sendiri.
2.2.1.3. Pengembangan Pariwisata merupakan Kebijakan
Strategis

Pariwisata merupakan sebuah fakta dari pembangunan,
karena itu pembangunan pariwisata adalah yang menyangkut
multisektor dan multidisiplin. Semula hanya ada dua tugas
pembangunan pariwisata; pertama, tentang pembangunan destinasi,
dan kedua, adalah tentang promosi, sedangkan pendukungnya
adalah kebijakan tentang pengembangan sumber daya manusia
pariwisata dan sistem kepariwisataan nasional.

Egdell dkk. mengutip buku panduan pariwisata yang
popular, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, karya
(Ritchie., 2009) yang mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai:

“...seperangkat peraturan, aturan, pedoman, arahan, dan
tujuan pengembangan/promosi dan strategi yang menyediakan
kerangka kerja dimana keputusan kolektif dan individu secara
langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata jangka panjang
dan kegiatan sehari-hari dalam suatu tujuan diambil” (Tourism
policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines,
directives, and development/promotion objectives and strategies
that provide a framework within which the collective and individual
decisions directly affecting long-term tourism development and the
daily activities within a destination are taken).

Pembangunan pariwisata adalah perubahan sosial di
bidang pariwisata yang dipercepat dan direncanakan. Percepatan
dan perencanaan perubahan (social) dibidang pariwisata (dan
kepariwisataan) dilaksanakan melalui keputusan politik yang
melembaga untuk mencapai tujuan negara yaitu melalui kebijakan
publik. Dengan demikian melaksanakan pembangunan pariwisata
pada saat sekarang, berarti telah melaksanakan kebijakan
pembangunan untuk tujuan kebaikan pada masa depan,
sebagaimana yang gambar berikut ini :

Gambar 2.4. Kebijakan Pembangunan Pariwisata sebagai
Transpormator
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Menurut Nugroho, bahwa ada tiga hal yang perlu
diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan pariwisata,
pertama, bagi negara berkembang bahwa pariwisata harus dikaitkan
dengan tujuan, bukanlah sekedar pariwisata, melainkan
pembangunnya. Kedua konsep “tujuan” mempunyai dua demensi.
Demensi dasar adalah dimensi filsafat. Filsafat artinya memahami
sesuatu sampai ke hakikatnya, yang berarti hakikat segala sesuatu
itu berkenaan dengan misi atau alasan keberadaan dari sesuatu itu,
apa arti sebenarnya tentang pembangunan pariwisata sebenarnya.
Ketiga, tujuan dalam arti praktis, artinya tujuan yang biasanya
dinyatakan pada suatu “rencana strategis” berupa tujuan-tujuan
yang tampak (tangible), terukur, (measurable), dan dapat dicapai
(achievable) dan dimanajameni (manageable). (Nugroho,
Kebijakan  Pariwisata, Sebuah Pengantar untuk Negara
Berkembang, 2018) (UNWTO, Policy and Practice for Global
Tourism, 2017) (Bogdan R. dan SK. Biklen, 2012).

Merujuk dari beberapa uraian diatas, untuk memperjelas
tujuan pembangunan pariwisata Indonesia yang dimuat dalam
tentang pariwisata bila dikaitkan dengan tujuan filosofi
pembangunan nasional sebagaimana yang dicantumkan pada
konstitusi negara pada Pembukaan UUD 1945. Sebagai jawabannya
adalah “pembangunan” sebagai inti dari pembangunan pariwisata,
pada pasal 6 UU No 10/2009 telah dinyatakan bahwa



“Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan
rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan
keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya, dan alam serta
kebutuhan manusia untuk berwisata”. (Kemenpar RI, 2009)

Sementara itu, definisi pengembangan berkelanjutan
adalah “pengembangan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri”. (WEF, 2013) Pengembangan
pariwisata  berkelanjutan adalah pengembangan  yang
memperhatikan hubungan 3 komponen lingkungan kegiatan
pariwisata, yaitu: pengunjung, penduduk, dan lingkungan tempat
wisata yang bermanfaat bagi keberlanjutan komunitas sosial,
ekonomi, budaya dan lingkungan (Lundberg, 2011)

Menurut Grady dalam (Suwantoro, 2004), kriteria
pengembangan pariwisata harus selalu melibatkan masyarakat lokal
dan mampu memberikan suatu keuntungan bagi masyarakat
setempat, tidak merusak nilai-nilai sosial budaya masyarakat, serta
jumlah kunjungan ke daya tarik wisata tersebut tidak melebihi dari
kapasitas sosial agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat
diminimalisir. Kriteria tersebut menekankan pada pengembangan
pariwisata yang berbasis masyarakat (community based tourism)
dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable
tourism development). Prinsip-prinsip pegembangan pariwisata
yang berkelanjutan yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor
10 Tahun 2009 vyaitu; meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan,
mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan
sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa,
memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan
bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa.

Pada pasal 7 (tujuh) disampaikan bahwa “pembangunan
pariwisata meliputi:

a. Industri pariwisata
b. Destinasi wisata
c. Pemasaran



d. Kelembagaan kepariwisataan

Argumen disini perlu diperkuat dengan pemahaman
hakiki tenang pembangunan itu sendiri dan pembangunan
pariwisata. Kurang kuatnya argumen tersebut menjadikan
pembangunan pariwisata “dikunci” pada empat sektor saja, yaitu
industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
Pembangunan pariwisata, bahkan kepariwisataan yang lebih luas
dari pariwisata hanya mencakup tujuh pekerjaan utama.

1. Kebijakan pariwisata, berkenaan dengan regulasi-regulasi
utama di bidang pariwisata, yaitu pengusahaan, standarisasi,
(dan  Sertifikasi), pengembangan, dan pengendalian
pariwisata. Kebiajakan pariwisata dapat juga menjangkau
internasional dengan saling adanya kerjasama antara negara,
atau antar wilayah.

2. Destinasi Pariwisata, berkenaan dengan tempat dimana
wisatawan menikmati produk wisata, dimana terdapat empat
jenis usaha, yaitu atraksi, amenitas, akses, dan ansilaritas
dan berkenaan dengan daya dukung atau carrying capacity
dari suatu destinasi wisata.

3. Industri pariwisata, berkenaan dengan organisasi-organisasi
bisnis yang menjalankan atau mengelola usaha pariwisata,
yang terdiri dari organisasi usaha besar, menengah, kecil dan
mikro, dimana berkenaan dengan ijin/pendaftaran usaha,
standarisasi usaha, dan sistem industry pariwisata, yang
berkenaan penataan, pengembangan, perlindungan, &
pembinaan usaha pariwisata.

4. Sumber daya manusia pengelola pariwisata, berkenaan
dengan Lembaga Pendidikan menengah, Pendidikan tinggi.
Dan Pendidikan vokasional sumber daya pariwisata yang
dikelola oleh pusat pelatihan kerja yang dikelola pemerintah
daerah.

5. Promosi (pemasaran) pariwisata, yang berkenaan dengan
branding sektor pariwisata nasional, produk pariwisata
nasional, dan pasar pariwisata nasional.



6. Jaringan pariwisata (Tourism Policy Linkage) yang
berkenaan dengan kerjasama dan kolaborasi antarsektor
dalam rangka pembangunan pariwisata nasional, termasuk
kerjasama dan kolaborasi dengan Lembaga luar pemerintah,
khususnya dengan asiosiasi dan Lembaga swadaya
masyarakat yang mempunyai bidang kerja di sektor
pariwisata dan kepariwisataan.

7. Ketahanan nasional, berkenaan kepatuhan tunduk kepada
syarat untuk menjaga integritas ketahanan nasional,
sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur pengendalian
system Kkepariwisataan agar pariwisata terhindar dari
penyalahgunaan kejahatan lintas negara, seperti perdagangan
manusia, perdagangan narkotika, zat adiktif, obat terlarang,
persebaran penyakit lintas negara dan embrio terorisme.

Pada pasal 8 (delapan) dinyatakan bahwa “Pembangunan
kepariwisataan  dilakukan  berdasarkan  rencana  induk
pembangunan Kkepariwisataan yang terdiri atas rencana induk
pembangunan kepariwisataan nasional (RIPARNAS), rencana
induk pembangunan kepariwisataan provinsi (RIPARDAPROV),
dan rencana induk pengembangan kepariwisataan kebupaten/kota
(RIPKD), diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan
dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana
induk pembangunan kepariwisataan meliputi perencanaan
pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran
dan kelembagaan kepariwisataan (Kemenpar RI, 2009).

Dengan demikian RIPKD Kabupaten Tanah Laut, yang
ditetapkan Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Perda Nomor 5
Tahun 2014, sebagai suatu landasan kuat menjadi rumusan
kebijakan, dalam melaksanakan kebijakan kepariwisataan di
Kabupaten.

Namun dalam pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah dapat dilihat seberapa keurgenan
pariwisata untuk dijadikan sebagai prioritas utama dalam
pembangunan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang



pemerintahan daerah, urusan pemerintahan terdiri dari jurusan
pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah
pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan
yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan
kabupaten/kota, dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efesiensi, dan
ekternalitas serta kepentingan strategis nasional. Dalam hal ini
yang menjadi urusan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, diantara Pariwisata dari 8
(delapan) urusan, sedangkan yang termasuk urusan wajib dan
berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut; 1)
Pendidikan, 2) kesehatan, 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang,
4) perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman, 5) ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) social.
Berkaitan dengan urusan wajib yang tidak bersentuhan dengan
pelayanan dasar berjumlah 18 urusan, seperti; tenaga kerja dan
kebudayaan.

Urusan  Pemerintahan ~ umum  adalah  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan, seperti pembinaan wawasan dan ketahanan
nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan lainnya.

Untuk memperjelas tujuan uraian diatas, yaitu bahwa
pariwisata sebagai urusan pemerintah konkuren sebagai pilihan,
sehingga pariwisata secara urutan kebijakan, merupakan kebijakan
yang didesentralisasikan atau menjadi urusan pemerintah daerah,
namun secara anggaran tidak diberikan sebagai “anggaran
prioritas, akan tetapi ekspektasi penerimaan melalui sektor
pariwisata mengharapkan pendapatan melebihi dari migas dan
yang lainnya, atau menjadi pendapatan utama daerah.

Pada konteks perebutan prioritas tampak pada UU No.23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 11
menyebutkan bahwa urusan Pemerintah dibagi menjadi urusan
wajib dan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan



dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan
kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan Pemerintah Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana
meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; pangan; pertahanan; lingkungan hidup;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan
masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi,
usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan
olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan
kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari: kelautan dan
perikanan; pariwsata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber
daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. Jadi,
ibaratnya, jika ada anggaran pemerintah di daerah, maka pertama-
tama dipakai untuk urusan wajib pelayanan dasar, kemudian jika
ada “lebihnya” untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar, dan jika ada sisanya, dibagi untuk urusan
pilihan, yang terdiri dari 8 (delapan) urusan, yang berarti
Pariwisata mendapatkan porsi rerata 12,5% dari total sisa anggaran
untuk urusan pilihan.

Jadi, jika di tingkat daerah Pemerintah tidak
mengalokasikan untuk sektor Pariwisata secara memadai, karena
memang tidak “dianggap penting” secara undang-undang. Di
tingkat pusat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementrian Negara, menyebutkan bahwa ‘“Kemenpar” adalah
Kementrian “Eselon III” yang bertugas menangani ‘“‘urusan
pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan
sinkronisasi program pemerintah”, karena tidak disebutkan di
Konstitusi, baik nomenklatur maupun urusan/sektornya, bersama-
sama dengan kementrian perencanaan pembangunan nasional,
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
pertanahan, kependudukan, lingungan hidup, ilmu pengetahuan,
teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah,



pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Dengan melihat uraian diatas, dapat peneliti simpulkan
bahwa secara, nasional pariwisata telah ditetapkan sebagai suatu
sektor yang sangat penting untuk ditingkatkan, melalui berbagai
upaya dukungan, terutama kebijakan yang dilaksanakan, undang-
undang dan peraturan regulasi kepariwisataan yang dikeluarkan
untuk dilaksanakan agar pariwisata maju dan berkembang serta
memperoleh peningkatan ekonomi. Sementara pada tingkat daerah
provinsi dan kabupaten/kota masih mempunyai ambiguitas, untuk
dijadikan prioritas utama dalam pengalokasian anggaran, satu sisi
penting untung mendapatkan anggaran yang besar, dengan harapan
sektor pariwisata akan mendapatkan income daerah yang besar
pula, namun sektor pariwisata bukanlah urusan wajib, sehingga
sangat sulit untuk mengalokasikan anggaran apabila besarannya
sama atau melebihi daripada urusan wajib, selain keterbatasan
APBD, juga sektor pariwisata bukan menjadi pembangunan
prioritas pemerintah kabupaten, hanya sebagai pilihan, bisa untuk
dikembangkan atau tidak, karena sudah senyatanya hal ini menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat.

2.2.2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Kebijakan Publik James E. Anderson (dalam Islamy, 2003
:17) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh
seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu
masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksasataya (dalam
Islamy, 2003 : 17) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan
strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena
itu kebijakan menyangkut tiga elemen, yaitu : (a) Identifikasi dari
suatu tujuan yang ingin dicapai (b) Taktik atau strategi, dari
berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (c)
Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan
secara nyata dari taktik atau strategi



Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulan bahwa
kebijakan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang
memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan.

Dalam proses kebijakan maka tahapan yang paling
kompleks dan  kritis merupakan tahapan implementasi.
Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional
yang rinci (detail), melekat dan terintegrasikan dalam kehidupan
administrasi seharihari. Setiap kebijakan harus diimplementasikan
agar kebijakan tersebut memiliki dampak atau tujuan yang
diinginkan.

Pada dasarnya terdapat “empat tepat” yang perlu dipenuhi
dalam hal keefektivan implementasi kebijakan (Nugroho, 2014:
686), pertama; adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat.
Ketetapan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada
telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang
hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how excellent is the
policy. Sisi kedua kebijakan, adalah apakah kebijakan tersebut
sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak
dipecahkan. Sisi ketiga, adalah apakah kebijakan dibuat oleh
lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang
sesuai dengan karakter kebijakannya. “Tepat” yang kedua adalah
“tepat pelaksanaannya”. Aktor implementasi kebijakan tidaklah
hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana,
yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta,
atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau
contacting out). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli,
seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik
keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan sebaiknya
diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bertujuan
mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan
harus dikelola atau di mana pemerintah tidak efektif
menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan
industriindustri ber-skala menengah dan kecil yang tidak strategis,
sebaiknya diserahkan kepada masyarakat. “Tepat”, ketiga; adalah
“tepat target”. Ketetapatan berkenaan denga tiga hal. Pertama,



apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan,
apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak
bertentangan dengan intervensi kebijakan yang lain. Kedua, apakah
targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak.
Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah
kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi
mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi
kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi
kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang nampaknya
baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan
hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.
“Tepat” keempat adalah “tepat lingkungan”, yaitu interaksi diantara
lembaga-lembaga perumusan kebijakan dan pelaksana kebijakan
dengan lembaga lain yang terkait. Donald J Caista, (1994)
menyebutkan sebagai variabel endogen, yaitu authoritative
arrangment yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari
kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi
jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan,
baik dari pemerintah maupun masyarakat dan implementation
setting, yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara
otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang
berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua
adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista sebagai
variabel eksogen yang terdiri dari public opinion yang persepsi
publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan interpretative
institution, yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-
lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa,
kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam
menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan
individuals yakni individu-individu tertentu yang mampu
memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan
dan implementasi kebijakan.

Robert Easton dalam (Islamy, 2012) secara luas
mendefinisikan kebijakan sebagai suatu “unit pemerintah dengan
lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eastone mengandung



pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang
dimaksud dengan kebijakan publik mencakup banyak hal.
Anderson, berpendapat “Public policies are those policies
developed by governmental bodies and officials” (kebijakan publik
adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan
dan pejabat-pejabat pemerintah. (Anderson, Public Policy Making,
2013) berpendapat ada beberapa implikasi tentang kebijakan publik
diantaranya:

1. Kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau
tindakan yang berorientasi pada tujuan

2. Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan
pejabat-pejabat pemerintah

3. Kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah.

4. Kebijakan publik bersifat positif, dalam arti merupakan
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5. Kebijakan pemerintah dalam arti positif selalu dilandaskan
pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
Dalam pemerintahan hanya ada dua tugas utama, vyaitu;

membangun kebijakan yang unggul, dan melanjutkan dalam bentuk
pelayanan publik. Tidak ada dalam negara berkembang, termasuk
Indonesia, cara untuk maju selain membuat kebijakan yang
berkualitas tinggi, karena kebijakan adalah sebagai core
businessnya (Nugroho, Kebijakan Pariwisata, Sebuah Pengantar
untuk Negara Berkembang, 2018)

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen
dasar, yaitu: (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang
spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut (Winarno, 2014).
Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan
implementasi, yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-
program aksi dan proyek. Aktivitas implementasi ini biasanya
terkandung di dalamnya: siapa pelaksananya, besar dana dan
sumbernya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana manajemen



program atau proyeknya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja
program diukur. Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Kebijakan merupakan produk pemerintah dengan kemitraan
dengan sektor swasta, dimana keputusannya mempertimbangkan
juga aspek politik. (Dunn, 2003), menyatakan bahwa kebijakan
publik (Public policy) adalah “pola ketergantungan yang kompleks
dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk
keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau
kantor pemerintah”.

Kebijakan publik dipandang sebagai keputusan-
keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau maksud-
maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan
publik memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.
(Smallwood, Rober T Nakamura and Frank, 1981) dalam
bukunya yang berjudul The Politics of Policy Implementation,
melihat kebijakan publik dalam ketiga lingkungannya yaitu :

2. Yaitu lingkungan perumusan kebijakan (Formulation),

3. Lingkungan penerapan (Implementation), dan

4. Lingkungan penilaian  (Evaluation)  kebijakan
(Smallwood, Rober T Nakamura and Frank, 1981)

Bagi mereka suatu kebijakan melingkupi ketiga
lingkungan tadi ini berarti kebijakan publik adalah:
“Serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada
pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan
dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (A set of
instruction from policy makers to policy implementers that



spell out both goals and the mean for achieving those goals).
Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan
terdiri dari lingkungan pembuatan; lingkungan implementasi
dan lingkungan evaluasi” (Smallwood, Rober T Nakamura
and Frank, 1981)

Karena itu, kebijakan adalah suatu “pertaruhan” bagi setiap
pemerintah, khususnya pemerintah di dalam sistem politik
demokrasi, yang dalam hal ini adalah juga pemerintah Indonesia.
Apabila pemerintah daerah dapat membangun kebijakan-kebijakan
unggul, maka bukan saja menjadi legitimasi bagi pemerintah, juga
legitimasi bagi keberlanjutan demokrasi sebagai sistem politik dari
negara tersebut. Masalah sekarang banyak pemerintah di negara
demokrasi di negara berkembang gagal dalam membangun
kebijakan-kebijakan publik unggul, sehingga bukan saja mereka
dipertanyakan, namun demokrasi pun dipertanyakan.

(Dye, 1981) dalam bukunya yang berjudul Understanding
Public Policy menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai What
ever government choose to do or not to do (apapun yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan/mendiamkan). Kebijakan publik adalah pilihan dan nilai
yang diberikan atas pilihan itu, yang bukan dibuat oleh rakyat,
namun kebijakan publik harus berdasarkan atas ketepatan dari
kebutuhan dan sesuaian dengan kehendak rakyat. Karena itu
kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah,
kebijakan publik adalah sebagai separangkat keputusan-keputusan
strategis. Hal yang tidak dilakukan pemerintah juga merupakan
kebijakan publik karena mempunyai dampak yang sama besar
dengan sesuatu yang dilakukan. Baik yang dilakukan maupun yang
tidak dilakukan pasti terkait dengan satu tujuan sebagai komponen
penting dari kebijakan.

Namun dapat dikatakan kebijakan publik sebagai strategis,
pertama karena kebijakan publik adalah seperangkat keputusan



politik yang melembaga dari suatu tujuan kekuasaan politik yang
sah. Keputusan-keputusan politik tersebut berkenaan dengan
alokasi alokasi sumber daya penting dan langka pada bangsa
tersebut, untuk memastikan agar penggunaan atau pemanfaatannya
untuk kebaikan bangsa terebut, bukan justru untuk merusak, apalagi
menghancurkan. Kebijakan publik adalah keputusan alokasi sumber
daya untuk memastikan pendayagunaannya memberikan kebaikan
bagi bangsa tersebut, dan bukan sebaliknya, bahkan bagi bangsa-
bangsa dan organisasi supra-negara dengan kiprah mendunia, maka
seperangkat kebijakan publik dibuat untuk memastikan setiap
alokasi sumberdaya penting dan terbatas (atau langka) dijamin
untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia.

Pemahaman yang kedua kebijakan publik adalah strategi
untuk memanagemeni bangsa dalam mencapai tujuan hidup bangsa.
Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik menjadi keharusan dari
semua organisasi negara, “tidak peduli” bagaimana bentuk negara
maju, atau negara berkembang. Sebagai strategi, maka kebijakan
publik mempunyai konsep sebagai sebuah strategi untuk membawa
suatu bangsa dari suatu kondisi pada saaat ini, untuk mencapai
suatu kondisi tertentu, yang jauh lebih baik dari hari ini, disuatu
ketika dimasa depan.

Dengan demikian kebijakan publik harus ada aktor yang
menjalankan apabila dianggap sebagai sebuah keputusan dan
strategi, aktor itu adalah pemimpin, dari setiap kebijakan yang
dibuat. Pada tingkat negara adalah presiden, pada level kementerian
adalah seorang Menteri, penguasa wilayah provinsi adalah gubernur
dan kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Dalam
pengimpelementasian tentu dibantu secara berjenjang sesuai dengan
struktur pada tiap organisasi, tugas dan fungsi serta kewenangan
masing-masing yang bisa disebut sebagai implementor.

Kebijakan publik adalah “pertaruhan terbesar” setiap
pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan Michel Porter, Bishop
William Lawrence University Harvard Business School dalam
(Nugroho, Kebijakan Publik, 2015), yaitu :



What makes government effective? This is among the most
important question facing any society, because the future of
government is all too common and often catastrophic. There are
numerous examples of countries that have been sadled by bad
government policies, poor implementation, ethical failures, and the
inability of government to change when it necessary. The victims
are citizens, whose lives and livelihoods suffer (Nugroho, Public
Policy. Dinamika Kebijakan Publik, 2008).

Kaitannya dengan hal tersebut, kebijakan publik tentunya
mempunyai suatu kepentingan yang bersifat publik dimana menurut
Schubert Jr. mengungkapkan bahwa kepentingan publik itu ternyata
paling tidak sedikitnya ada tiga pandangan yaitu:

1. Pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik
adalah kepentingan terbanyak dari total penduduk yang ada.

2. Pandangan idealis mengatakan kepentingan publik itu adalah
hal yang luhur, sehingga tidak boleh direka-reka oleh
manusia.

3. Pandangan realis memandang bahwa kepentingan publik
adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok
kepentingan (Wahab, 2012)

Dengan kedua pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa
pemerintahan yang tidak menjalankan kebijakan dengan baik,
bahkan terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, sama
halnya akan membuat penderitaan dan menyengsarakan
masyarakatnya.

Sejalan dengan pendapat Nugroho, pemahaman kebijakan
publik adalah keharusan bagi setiap penyelenggara negara. Pertama,
keunggulan negara semakin ditentukan oleh seberapa mampu para
pengelola negara membangun kebijakan-kebijakan unggul . Kedua,
tidak peduli bagaimana negara, sistem politek ataupun kekayaan
alamnya, sepanjang pemerintahannya dapat membangun kebijakan-
kebijakan publik yang unggul., maka negara itu akan menjadi
negara pemenang diantara negara-negara lain yang menjadi kolega
muapun pesaingnya. Ketiga hanya ada dua tugas utama pemerintah,



yaitu membangun kebijakan publik yang unggul, dan memberikan
pelayanan publik yang bermutu tinggi.

Dengan demikian, tugasnya adalah memperkuat dua aktor
paling penting dalam membangun kebijakan publik unggul
(excellence), pemimpin dan para calonnya, dan para analis
kebijakan publik. Hal ini para implementor akan memberikan
sosialisasi, penginformasian terhadap pemangku kepentingan,
karena kebijakan ini sesuatu yang rumit, sangat sulit untuk
ditafsirkan, bahkan bisa terjadi kesalahan secara pendekatan
maupun substansi yang disampaikan.

Berikut beberapa teknis untuk mempermudah dalam
memberikan pemahaman tentang suatu kebijakan publik, menurut
Nugroho, yang selama ini sangat membantu dalam penguatan
kapasitas kepada para aktor penting dan implementor, yaitu
menurutnya ada lima jenjang penguasaan atas kebijakan public,
yaitu jenjang operasional, teknis, strategis, politis dan etis
(Nugroho, Public Policy. Dinamika Kebijakan Publik, 2008) Hal ini
yang akan menjadi acuan dalam menemukan temuan pada disertasi
ini.

Pertama, pemahaman dimulai dari pemahaman strategis,
kebijakan publik harus dipahami sebagai sekuensi, untuk
mentranformasikan sumber daya bangsa menjadi asset bangsa, dan
akhirnya menjadi keunggulan bangsa, kebijakan publik adalah
teknologi untuk mengubahnya, Disebut sebagai “teknologi”, karena
harus “ramah” pengguna (user friendly), dan sesuai dengan
kebutuhan yang dihadapi (tailored made). Kebijakan yang baik
mengubah sumber daya menjadi aset sedangkan kebijakan yang
buruk menjadikan sumber daya menjadi beban, bahkan malapetaka.
Kedua, pemahaman strategis adalah, bahwa kebijakan publik
dikatakan sebagai keputusan yang strategis, sehingga seberapa
hebat kebijakan publik bisa mengungkit sumber daya yang ada
menjadi asset yang luar biasa, dengan demikian strategi adalah alat
pengungkit (leverage) untuk melakukan pendekatan pemahaman
kepada pemangku kepentingan.



Yang ketiga adalah pemahaman teknis. Dalam pemahaman
teknis ini, kebijakan publik dipahami sebagai sebuah proses
manajemen. Dengan demikian yang perlu disimak adalah proses
kebijakan publik. Pada pemahaman ini, kebijakan publik perlu
dipahami sebagai sebuah fakta manajemen, yang berarti
sekuensinya identik, atau setidaknya sebangun, dengan proses
manajemen, yaitu; “perencanaan-perumusan-
pelaksanaan/pengorganisasian-kepemimpinan-pengendalian”, yang
bergerak dalam sebuah irama rantai nilai (value chain), pada
jenjang ini implementor yang melaksanakan adalah pelaksana
teknis.

Pemahaman yang terakhir adalah pemahaman etis.
Kebijakan publik adalah masalah pilihan-pilihan dilematis, dan
pilihan tersebut sebagian besar-kalau tidak seluruhnya- ada pada
ranah etis. Sebagai isu pertama; kekuasaan. Pimpinan puncak
adalah pemegang kekuasaan, artinya pimpinan kekuasaan tidak
boleh menyalah gunakan kekuasaan, termasuk didalamnya
sewenang-wenang dan menyia-nyiakan kekuasaan. Bentuk paling
buruk adalah membuat kebijakan publik yang memburukkan
kehidupan rakyat, bahkan kehidupan umat manusia.

Kebijakan publik harus direncanakan, tidak tiba-tiba dibuat.
Perumusannya perlu  mengikuti kaedah yang memadai.
Pelaksanaannya harus dimulai dari pengorganisasian dan kesiapan
manusia pelaksana dan penerima. Harus ada pemimpin yang
bertanggungjawab bila untuk mencapai keberhasilan, dan dapat
dihukum apabila terjadi kegagalan, dan ada pengendalian, yang
terdiri dari monitoring-evaluasi-insentif.

Kebijakan dalam bentuk untuk Undang Undang atau
perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan
kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan
Sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yagn bisa
langsung opererasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen,



Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain
lain.

Kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu
kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi
mencakup terbentuknya “a policy delivery system”, dimana sarana-
sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai
pada tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik
pernyataan—pertanyaan secara luas tentang tujan, sasaran, dan
sarana diterjemahkan kedalam program-program yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.
Dengan demikian berbagai program bisa dikembangkan untuk
merespon berbagai tujuan kebijakan yang sama.

Dengan melihat penjelasan tersebut di atas, Kebijakan
publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat dan
badan bidang pemerintah, dan memusatkan pada tindakan
oleh/untuk pemerintah. Kebijakan tidak hanya melibatkan
keputusan untuk memenuhi beberapa masalah tertentu, tetapi
juga  meliputi keputusan ~ yang  berkenaan  dengan
penyelenggaraan dan impelmentasinya. Kebijakan
perlu tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan yang bersifat
populis. Proses Implementasi Kebijakan Publik haruslah
melalui tahapan-tahapan yang ditentukan secara mendasar,
sebagaimana yang telah dikemukan diatas yaitu; terdiri lima
tahapan, ada juga yang tujuh tahapan dimulai dari agenda,
analisis, formulasi, keputusan, pelaksanaan, pengawasan
dan evaluasi.



Hamdi, mengatakan proses kebijakan publik adalah
sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat
kebijakan publik, dalam pembuatannya ada yang bersifat linear,
dan non-linear atau iterative. Namun demikian setidaknya ada
lima tahap berikut ini, agenda setting, policy formulation, policy
legitimation, policy implementation dan policy evaluation
(Hamdi, 2014), sebagaimana yang tergambar berikut ini :



Gambar 2.5 Proses Pembuatan Kebijakan Publik
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Sumber : (Hamdi, 2014)

Nugroho memberikan pemahaman operasional, maka
proses kebijakan publik dilihat sebagai sebuah turunan operasional
dari suatu proses manajemen, yang kebanyakannya dalam
operasional adalah pada tingkat yang paling bawah, petugas
lapangan, yang berhadapan langsung terhadap penerima
implementasi  kebijakan publik. Hal ini menurut Nugroho
disarankan untuk ditata dalam tujuh langkah yang diberi nama
sebagai “The 7 Stepwise of policy process” seperti gambar berikut
ini.

Gambar 2.6 The 7 Stepwise of policy process
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(Nugroho, Kebijakan Publik, 2015)
Dalam proses kebijakan merupakan serangkaian proses dari inisiasi,
pengembangan atau  formulasi,  negosisasi, komunikasi,
implementasi dan evaluasi dari suatu kebijakan. Langkah dalam
memformulasikan proses kebijakan dengan menentukan pilihan dan
membuat prioritas yang diutamakan. Pemilihan dalam pembuatan
keputusan dalam suatu kebijakan hendaknya dilakukan secara rinci



dan melakukan proses pemilihan yang spesifik, hal itu membuat
keputusan dapat diimplementasikan (Mulyadi, Studi Kebijakan
Publik dan Pelayanan Publik, 2018)
Proses pengembangan kebijakan dilakukan dengan
mengumpulkan, memproses, dan mendesiminasikan informasi yang
berhubungan dengan kebijakan yang akan dikembangkan,
mempromosikan pilihan-pilihan untuk langkah yang akan diambil,
melakukan implementasi, serta melakukan evaluasi. Dalam
mempelajari proses kebijakan maka dikenal stages heuristic yaitu
pemilihan  proses kebijakan  menjadi  tingkatan  dengan
menggunakan teori dan model yang ditujukan agar pemilihan
proses tersebut tidak mewakili kondisi yang terjadi pada keadaan
sebenarnya. Langkah dalam melakukan stages heuristic menurut
(Pollard dan Court , 2005) adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi masalah dan pengenalan pengenalan situasi
(hal-hal yang baru) dengan mengetahui besaran masalah

2. Formulasi kebijakan dengan langkah eksplorasi aktor
perumusan kebijakan

3. Implementasi kebijakan

4. Evaluasi kebijakan termasuk identifikasi
efek outcome yang timbul dari implementasi kebijakan

Beberapa implementasi kebijakan yang peneliti kemukakan
berikut ini, untuk memberikan kejelasan makna; Implentasi
kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari
kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Lester and
Stewart dalam Winarno (Winarno, 2014) mengungkapkan
Implementasi  dipandang secara luas mempunyai makna
pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi,
prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau
program-program.

William N. Dunn menyatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan pelaksanan dan pengendalian arah tindakan
dalam jangka waktu tertentu sampai dicapainya hasil kebijakan
(Dunn, 2003). (Grindle, 1980) menyatakan bahwa tugas



implementasi adalah membentu suatu kaitan (linkage) yang
memudahkan tujuan-tujuan.

Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan
pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan
publik, maka ada dua pilihan, vyaitu langsung
mengimplemenasikan dalam bentuk program-program atau
melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari
kebijakan publik tersebut, secara umum, model implementasi
kebijakan di Indonesia, yang masih menganut model
continentalist, sebagaimana gambar berikut ini :

Gambar 2.7. Sekuensi Implementasi Kebijakan
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Sumber; Mulyadi, 2016.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling
krusial dalam proses kebijakan publik. Dalam proses kebijakan



publik, suatu kebijakan/program hanya akan menjadi catatan-
catatan elitis jika tidak diimplementasikan di masyarakat Kualitas
kebijakan publik dapat dinilai pada saat melalui implementasi
kebijakan, karena itu implementasi kebijakan berperan sampai 60%
dari keberhasilan kebijakan.

Huntington dalam (Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan
Pelayanan Publik, Konsepsi dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik
Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik, 2016) dan (Hamdi,
2014), menyatakan bahwa perbedaan yang paling penting antara
suatu negara dengan negara tingkat kemampuan negara itu untuk
melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat
pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan
atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau
presiden negara itu.

Menurut  (Grindle, 1980) implementasi  kebijakan
sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan
mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan
lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa
yang memperoleh apa dari kebijakan. Oleh karena itu tidak terlalu
salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang
penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sebaik apapun sebuah
kebijakan tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat diterapkan
sesuai dengan rencana. Penerapan adalah suatu proses yang tidak
sederhana (Wahab, 2012)

Menurut system kebijakan yang dikemukakan Grindel
lebih tepat pada kondisi masyarakat Indonesia transisi demokrasi
ideal yang dicita-citakan, yang mempunyai berbagai banyak konflik
kepentingan di dalam arena politik. Karena itu implementasi
kebijakan publik akan lebih mencapai hasil yang bagus manakala
memberikan ruang pendekatan terhadap elemen, yang bertindak
sebagai perpanjangan aktor implementor kebijakan yang
diimplementasikan (Grindle, 1980).



Oleh Kkarena itu implementasi kebijakan perlu
dilakukan secara arif, bersifat situasional mengacu pada.
semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan
(Wahab, 2012). Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan
diperlukan lebih banyak yang terlibat baik tenaga kerja
maupun kemampuan organisasi. Penerapan kebijakan bersifat
interaktif dalam proses perumusan kebijakan. Penerapan
sebagai sebuah proses interaksi antara suatu tujuan dan
tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan
merupakan kemampuan untuk membentuk hubungan-
hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang
menghubungan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi
semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau
perumusan kebijakan dan dampak aktualnya.Dalam studi
implementasi  kebijakan, menurut (Nugroho, Kebijakan
Publik, 2015), ada sembilan model implementasi kebijakan,
yang sebagian telah diuraikan di atas.

Pemilihan teori yang dilaksanakan pada penilitian ini
didasarkan bahwa sebagaimana yang dikatakan Michel dan
Peterhupe dalam (Nugroho, Kebijakan Publik, 2015) bahwa tidak
ada model yang dipertimbangkan sebagai yang terbaik diantara
yang lainnya terutama untuk negara-negara berkembang, karena
tidak ada persaingan diantara model-model tersebut, oleh karena
itu, isu yang lebih relevan adalah tentang ketepatan implementasi
terhadap kandungan isi kebijakan dan konteks kebijakan. Oleh
karena itu model yang akan dijadikan perpaduan dari kedua model
implementasi di atas lebih kepada model kontekstual-kondisional.



Untuk lebih menentukan model yang terbaik pada negara-
negara berkembang, model implementasi (Matland, 1995) yang
diberi nama “Ambiguitas Matrik Konfliks” dapat sebagai referensi,
yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3. Ambiguitas Matriks Konflik Matland

Konflik Rendah Konflik Tinggi
Ambiguitas Implementasi Implementasi politik
rendah administrative
Implementasi  ditentukan | Implementasi ditentukan
oleh sumber daya oleh kekuasaan
Contoh pemberantasan | Contoh : Transportasi bus
penyakit cacar
Ambiguitas Implementasi eksperimen Implementasi simbolik
tinggi Implementasi  ditentukan | Implementasi ditentukan
oleh kondisi kontekstual oleh kondisi kekuasaan
Contoh : kepala bagian Contoh Lembaga
swadaya masyarkat

Sumber : (Nugroho, Kebijakan Publik, 2015)

Dari tabel tersebut setiap kebijakan memerlukan gaya
implementasi yang berbeda. Implementasi kebijakan administrasi
tipe pertama, kebijakan ini mempunyai ambiguitas dan potensi
konflik yang rendah. Kebijakan formal dikomunikasikan kepada
publik melalui socialisasi untuk diimplementasikan, setiap
penolakan untuk mentaati kebijakan akan menghadapi hukuman.
Pendekatan ini adalah yang paling konvensional dan masih relevan.

Implementasi politek tipe kedua-dari kebijakan adalah yang
mempunyai ambigioutas rendah tetapi konflikk tinggi, hal ini
termasuk implementasi kebijakan pariwisata, Di Indonesia sulit
untuk diimplementasikan, karena anggaran bersaing dengan sektor-
sektor lain. Karena pariwisata penting bagi peningkatan ekonomi
masyarakat dan pendapadatan devisa negara, maka kebijakan
pariwisata dilakukan dengan pendekatan tersebut menjadi
pendekatan “politek”. Hal ini harus ada tekanan besar bagi politisi
untuk membuat kebijakan terjadi. Meskipun pariwisata bukan
urusan wajib dalam penganggaran di Kabupaten/Kota, Namun
sekarang harus diyakini sebagai suatu hal penting untuk untuk
dipenuhi oleh pemerintah berbagai sarana prasaraan dan




perlengkapan, tapi kadang-kadang menciptakan konflik karena
kebijakan daerah mungkin memiliki prioritas yang berbeda.
Pariwisata sebagai kebijakan sosial, membutuhkan anggaran,
karena itu pariwisata harus bersaing dengan sektor lain, infra
struktur, pendidikan serta kesehatan.

Mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah
yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama, cukup sulit
untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil. Dan
lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bantuk dan cara yang
memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien.
Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan
berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang
mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik.

(Abidin, 2012), menyatakan bahwa, tidak semua kebijakan
berhasil diimplementasikan secara sempurna karena implementasi
kebijakan pada umumnya memang lebih sulit dari sekedar
merumuskan, karena implementasi sebagai tindakan yang berada
pada akhir dari suatu titik, yang tidak mungkin untuk bisa kembali,
apabila sudah dilaksanakan.

(Novita Tresiana & Duadji Noverman, 2017) menjelaskan
tentang  pentingnya  dari proses implementasi. Dia
berpendapat,”The execution of policies is as important if not more
important than policy making. Policies will remain dreams or blue
printsfile jacket wunless they’re implemented”’. Pelaksanaan
kebijakan adalah sesatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih
penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan
sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip
jika tidak diimplementasikan .

Dengan melihat uraian di atas, serta adanya perkembangan
dan kemajuan dalam pengetahuan kebijakan publik, seperti strategi
yang diambil dari new public management (NPM), sehingga
berbagai khasanah model implementasi yang berkembang sebagai
aplikasi teori kebijakan, untuk itu perlu ditetapkan sebagai suatu
pendekatan yang sesuai model dengan kondisi objek penelitian
dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Mengingat beberapa



hal menjadi pertimbangan sebagaimana yang dikatakan (Matland,
1995) menyatakan bahwa literatur implementasi kebijakan secara
umum terbagi dalam dua kelompok, vyaitu kelompok dengan
pendekatan di atas (top down) dan kelompok dengan pendekatan
dari bawah (bottom up). Peter De Leon dan Linda De Leon,
menyatakan ada tiga generasi, yaitu pada generasi pertama
implementasi  hanya wacana antara  kebijakan  dengan
pelaksanaannya, generasi kedua yang disebut sebagai kelompok
dengan pendekatan top down, melihat perancang kebijakan sebagai
aktor sentral dalam implementasi kebijakan, para pembawa teori ini
diantaranya (Vanhorn, 2005), Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier,
dan Robert Nakamura dan Frank Smallwood. Pada generasi kedua
ini, selain itu, kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya
faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral atau pada
variabel yang bersifat makro. Muncul teori yang berlawanan, yaitu
kelompok bottom up menekankan pada dua hal, yakni kelompok
kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Pemberian pada
pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat lokal
Kelompok ini disampaikan oleh Michel Lipsky dan Benny Hjern
dalam (Nugroho, Kebijakan Publik, 2015). Dengan pemikiran
tersebut, kelompok bottom-up berfokus pada variabel yang bersifat
mikro. Kemudian muncul kelompok yang ketiga, yang mencoba
menyerasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek
ambiguitas dan konflik dari implementasi kebijakan.

Model top-down memandang implemenasi kebijakan
sebagai pelaksanaan secara tepat tujuan yang telah dirancang pada
tingkat atas oleh para pelaksana pada tingkat lapangan. Dalam
model ini, implementasi dapat dianggap sebagai proses untuk
menjamin tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
(Matland, 1995) meringkas pelbagai pikiran pokok dari model top
down ke dalam empat hal berikut:

1. Menjadikan tujuan kebijakan bersifat jelas dan konsisten
2. Meminimalkan jumlah aktor
3. Membatasi rentang perubahan yang diperlukan



4. Memperluas tanggung jawab implementasi pada instansi
yang bersimpati dengan tujuan kebijakan.

Para penganut paham bottom up berpendapat bahwa, tujuan,
strategi aktivitas, dan kontrak dari para actor yang terlibat dalam
proses implementasi makro harus dimengerti dalam upaya
memahami implementasi. Senyatanya pada level mikrolah
kebijakan secara langsung mempengaruhi masyarakat. Pengaruh
kebijakan terhadap tindakan birokrat pelaksana (street level
bereucrat) harus dievaluasi dalam upaya memprediksi dampat atau
akibat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan.

Diantara penganut model top down adalah VVan Meter dan
Van Horn serta model Goerge Edward, yang menjadi landasan pada
penelitian ini, Edward  menegaskan, bahwa masalah utama
administrasi publik adalah lack of attention to implementation.
Dikatakannya, without effective implementation the decission of
policymakers will not be carried out successfully. Edward
menekankan sukses tidaknya dalam pelaksanaan suatu kebijakan
adalah kefektifan dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

Mengikuti pada pendapat George Edward mencatat bahwa
isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada
implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa
tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan
tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward
menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama:
komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi
(George C, 1984).

Gambar 2.8. Model Implementasi Kebijakan Edward



Komunikasi

‘ Sumberdaya
s
Disposisi

Struktur Birokrasi

Sumber: (Nugroho, Kebijakan Publik, 2015).

Menunjuk 4 variabel yang berperan penting dalam
pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu

a. Komunikasi, menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan baik jika komunikasi efektif antar
pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok
sasaran (target group). Tujuan dan sasaran program/kebijakan
dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat
menghindari distorsi atas kebijakan dan program.

b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus
didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya
manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya
manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas
implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok
sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal
investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus
diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah.
Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi
kurang optimal dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan
sumber daya financial menjamin keberlangsungan kebijakan.
Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak
dapat berjalan efektif dan cepat mencapai tujuan dan sasaran

c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat
kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting
dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan
demokratis. Implementor yang mempunyai komitmen tinggi




dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang
ditemui  dalam  kebijakan.  Kejujuran  mengarahkan
implementor untuk berada di atas program yang telah
digariskan dalam guideline program. Komitmen dan
kejujurannya membawanya semakin antusias dalam
melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten Sikap
yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor
maupun kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran.
Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan
menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok
sasaran terhadap kelompok kebijakan.
. Struktur birokrasi, aspek stuktur birokrasi mencakup dua hal
penting, mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.
Mekanisme implementasi telah ditetapkan melalui prosedur
SOP (standar operasional pelayanan). SOP yang baik adalah
mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, dan
mampu dipahami oleh siapapun karena menjadi landasan
kerja implementor. Struktur organisasi pun diusahakan
seefektif mungkin. Struktur organisasi harus dapat menjamin
adanya pengambilan keputusan atas kejadian di luar prediksi.
Struktur ini hanya dapat didesain secara ringkas dan fleksibel
mengahindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hierarkis,
dan birokratis (George C, 1984)

Untuk memberikan kejelasan pengukuran terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan yang dilaksanakan, berikut
keempat isu di atas akan diuraikan melalui tabel pengukuran, yang
diambil dari model Edward tersebut, sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.4 Implementasi Kebijakan Model Edward

Indikator

Pengukuran

Komunikasi

Apakah ukuran-ukuran dan tujuan tujuan kebijakan
dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab
dalam pencapaian tujuan kebijakan

Sumber

Jumlah staf




daya Keahlian para pelaksana

Informasi  yang  relevan  dan  cukup  untuk
mengimplementasikann kebijakan dan pemenuhan sumber-
sumber terkait dalam pelaksanaan program

Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat
diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan

Adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai
untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana
prasarana

Disposisi Respon implementor terhadap kebijakan

Kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk
merespon program kearah penerimaan atau penolakan
Intensitas respon

Struktur Kesesuaian Kkarakter dalam badan-badan ekskutif yang
Birokrasi mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan
apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan
Kesesuaian norma norma dalam badan badan ekskutif yang
mempunyai bubungan baik potensial maupun nyata dengan
apa yang merata miliki dalam menjalankan kebijakan
Kesesuaian pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang
dalam badan badan ekskutif yang mempunyai hubungan
baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka
miliki dalam menjalan kan kebijakan.

Adaptasi model analisis Edward oleh Nugroho, 2018.

Dari tabel di atas memperjelas terhadap komunikasi, yang
dimaksud di atas akan dirincikan, dengan penjabaran secara
berjenjang, yaitu secara structural komunikasi dari actor pemimpin
tertinggi, bupati kepada pemimpin organisasi pelaksana, dalam hal
ini dinas pariwisata, dari kepala dinas kepada bidang-bidang yang
telah ditentukan dalam struktur organisasi teknis kegiatan, dari
seterusnya secara berjenjang, sampai pelaksana kebijakan. Namun
secara non struktur actor tertinggi dapat melakukan komunikasi
langsung dengan masyarakat sebagai penerima kebijakan, baik
dalam forum resmi kelembagaan, maupun dalam bentuk kegiatan-
kegiatan seremonial yang bersifat kontemporer, sehingga
implementor dapat mengetahui implementasi kebijakan apa yang
harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan




harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan
dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui
sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan
terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Sumberdaya, adalah berupa staf di dalam struktur birokrasi
pelaksana di dinas pariwisata, berapa jumlahnya yang akan
melaksanakannya kebijakan, kompetensi yang terkait bidang yang
dilaksanakannya, informasi yang disampaikan sesuai dengan
kecukupan sumber dana yang dilaksanakan, terutama anggaran di
dinas melalui APBD, dan sumber-sumber lainnya yang sah dan
tidak mengikat. Kewenangan menyampaikan suatu kebijakan
adalah suatu syarat yang harus dipenuhi, melalui legalitas mandate
atau SK tugas/kewenangan untuk melaksanakan kebijakan,
sedangkan sumber daya pendukung adalah berupa sarana prasraana,
fasilitas-fasilitas pendukng agar terlaksananya pelaksanaan
implementasi, karena apabila implementor kekurangan sumberdaya
untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni
kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya
adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.
Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi
dokumen saja. Dengan demikian sumber daya ini dapat
digolongkan pada tidak hal, yaitu sumber daya manusia, sumber
daya finansial, dan sumber sarana prasarana yang tersedia.

Disposisi, Disposisi adalah respon impelementor terhadap
kebijakan yang dilaksanakan, atau watak dan karakteristik yang
dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat
demokratis, apakah menerima atau menolak, dan intensitas respon
dengan terus menerus, atau hanya pada saat didepan actor tertinggi.
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat
menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan
oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga
menjadi efektif.



Struktur Birokrasi, yang dimaksud struktur organisasi
adalah  kesesuaian  dinas/kantor atau badan, termaksud
kelembagaan, yang terbentuk diluar pemerintahan, yang merupakan
pelaksana teknis pariwisata yang memang mempunyai tugas dan
fungsi dalam menjalankan kebijakan, kemudian adanya visi yang
sama atau norma yang melandasi daripada struktur organisasi sama
dari atas sampai pada pelaksana kebijakan yang paling bawah
secara merata dalam menjalankan kebijakan, serta kecocokan pola
hubungan yang terjadi secara berulang-ulang dalam menjalan kan
kebijakan. sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting
dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman
bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang
terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan
kompleks, memperpanjang waktu, jalannya suatu tindakan dan
prosedural. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi
tidak fleksibel.

Untuk memperjelas dalam pelaksanaan kebijakan, perlu
mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, sebagaimana
tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Manajemen Implementasi

Tahap Isu Penting

e Menyesuaikan struktur dengan strategi

e Melembagakan strategi

Imple | ¢ Mengoperasionalkan strategi

e Menggunakan prosedur untuk

mentasi Strategi ] :
memudahkan implementasi

(pra




implementasi)

e Desain organisasi dan struktur organisasi
e Pembagian pekerjaan dan  desain
Pengor pekerjaan

e Integrase dan koordinasi

ganisasi-an

e  Perekrutran dan penempatan sumberdaya
manusia (recrutmen and staffing)

e Hak dan wewenang dan kewajiban

e Pendelegasian (sentralisasi dan
desentralisasi

e Pengembangan kapasitas organisasi dan
kapasiata sumber daya manusia

o  Efektivitas kepemimpinan

e Motivasi

Pengg | e Etika
e Mutu

erakkan dan
e Kerjasama

e Komunikasi organisasi
e Negosiasi

kepemimpinan

e Desain Pengendalian

e Sistem Informasi manajemen (Monev)
Penge | e Pengendalian anggarannya/keuangan

ndalian * Audit

Sumber : Nugroho (2018)

Dari tabel tersebut, empat hal yang menjadi hal pokok
dalam pengimplementasikan suatu kebijakan, vyaitu pra
implementasi, sebagai implementasi strategi, pengorganisasian,
kepemimpinan (actor) dan pengendalian. Pada setiap komponen
dapat dijabarkan menjadi tema-tema yang menjadi intrumen dalam
keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian
selain empat isu yang dinyatakan dalam Model Edward di atas,
maka dalam tahapannya perlu adanya kepemimpinan yang kuat dan
pengendalian yang sudah terdesain, melalui system informasi
manajemen, karena disinilah terlaksana monitoring dan evaluasi.



Untuk melakukan strategi pengembangan kebijakan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut, perlu melakukan kolaborasi,
yaitu kebijakan yang dilakukan secara bersama antara pemerintah
dengan pihak ketiga, hal ini dilakukan dengan suatu alasan karena
keterbatasan kemampuan pemerintah, disamping itu memberikan
kesempatan kepada pihak ketiga (swasta) untuk berperan serta
dalam menentukan kebijakan secara bottom up, Pemerintah
semakin terbatas dari segi anggara, SDM, dan kapasitas manajemen
untuk dapat memecahkan urusan publik sendiri. Collaborative
governance menurut (Simatupang dan Sidharan, 2005) Simatupang
dan Sridharan, merupakan upaya pengumpulkan berbagai pihak
dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama,
membangun kesepakatan mengenai suatu masalah, menciptakan
solusi untuk masalah tersebu, dan mengedepankan nilai-nilai
bersama untuk menghasilkan keputusan semua pihak. Hal serupa
diungkapkan oleh Leever, 2005), yang menyatakan bahwa,
kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan
hubungan kerjasama yang dilakukan selama usaha penggabungan
oleh pihak-pihak tertentu, pihak-pihak tersebut mencari solusi dari
perbedaan dan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Dari beberapa tinjauan di atas, maka dapat dicapai sebuah
pengertian tentang strategi yang akan dipakai dalam penelitian ini,
yaitu suatu kesatuan rencana dalam bentuk program-program yang
terpadu dan menyeluruh untuk mencapai tujuan implementasi
kebijakan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut. Akan tetapi dengan
adanya keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut,
diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan
finansial, menempatkan investor atau pihak swasta pada peran yang
sangat diperlukan untuk menciptakan dan juga mengembangkan
sarana dan prasarana dalam pengembangan sektor pariwisata. Oleh
sebab itu, diperlukan kemitraan antara pemerintah dan non
pemerintah atau organisasi privat yang lebih dikenal dengan
Collaborative Governance. menurut (Ansell and Gash, 2007)
bahwa Collaborative governance adalah:



A governing arrangement where one or more
public agencies directlyengage non-state stakeholders in
a collective decision-making processthat is formal,
consensus-oriented, and deliberative and that aims
tomake or implement public policy or manage public
programs orassets. (Collaborative governance adalah
serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga
publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non
state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat
formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang
bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan
kebijakan publik atau mengatur program publik atau
asset).

Sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh
(Wanna, 2008), menurut (Eppel, 2013) bahwa transformasi
collaborative governance yaitu:

Dapat dicermati dari hubungan (relationship) diantara pilar
governance yang membentuk suatu kontinum dari hubungan
informal hingga sampai formal. Dimana dalam proses transformasi
tersebut dimulai dari pengakuan akan keberadaan bersama (co-
existence), kemudian melakukan komunikasi (communication),
kooperasi (cooperation), koordinasi (co-ordination) hingga sampai
pada kolaborasi (collaboration).

Dari pendapat di atas, menurut Wanna (2008) bahwa
tahapan collaborative governance bisa dimulai dari tahapan
sebagai berikut:

1. Membangun Visi Bersama (Shared vision); Setiap organisasi



atau kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan
yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi
adanya visi yang jelas dan menantang di masa depan.

2. Partisipasi (Participative); Keterlibatan stakeholder dalam
pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang
jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar
proses governance dapat berlangsung. Setelah terbangun
visi bersama diantara stakeholder maka setiap komponen
akan melakukan partisipasi secara sukarela tanpa diperintah.

3. Jejaring (Network); Setelah terjadinya partisipasi yang aktif
dari stakeholder maka diantara stakeholder agar terjadi relasi
yang baik maka perlu adanya jejaring yang kuat. Jejaring
telah diakui secara luas baik oleh akademisi dan praktisi
sebagai bentuk penting dari pemerintahan multi-organisasi.

4. Kemitraan (Partnership); Fase yang paling tinggi dari
kolaboratif adalah terjalinnya kemitraan antara stakeholder
yang terlibat dalam urusan pariwisata. Konsep kolaborasi
yang menunjukkan adanya skala dan tingkat intensitas maka
sebagai kelanjutan dari partisipasi akan memunculkan
kemitraan.

Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tanah Laut
dengan segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri
berbagai program pengembangan pariwisata Kkarena
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik dalam bidang
kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun skill
manajemen. Dengan demikian penting untuk pemerintah
daerah melakukan kerjasama atau kemitraan dengan aktor lain
yaitu sektor privat (swasta) dan masyarakat.



2.2.3 Faktor Faktor Mempengaruhi Implementasi
Kebijakan

Menurut Grindle dalam Mulyadi, keberhasilan
implementasi sangat di pengaruhi oleh isi kebijakan
diantaranya; kemanfaatan, dan jenis manfaat yang diterima,
kedua adalah isi dari kebijakan diantaranya; kekuasaan,
kekuatan actor implementor itu sendiri (Mulyadi, Studi
Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsepsi dan
Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti
untuk Pelayanan Publik, 2016)

Menurut (Vanhorn, 2005)terdapat 6 (enam) faktor
yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Policy standards and objectives, which elaborate on the
overall goals of the policy decision to provide concrete and
more specific standards for assessing performance;

2. The resources and incentives made available;

3. The quality of inter-organizational relationship (we find in
their discussion of this, as in so much of the American
literature on implementation, an extensive discussion of
aspect of federalism;

4. The characteristics of the implementation agencies, including
issues like organizational control but also, going back surely
to inter-organizational issues, ‘the agency’s formal and
informal linkages with the “policy-making” or “policy-
enforcing” body;

5. The ‘disposition’ or response of the implementers, involving
three  elements: ‘their  cognition  (comprehension,
understanding) of the policy, the direction of their response



6.

to it (acceptance, neutrality, rejection) and the intensity of
that response.
The economic, social and political environment;

Van Meter dan Van Horn menambahkan bahwa

implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks,
dimana satu variable mempengaruhi variable yang lain, seperti:

1.

Variabel sumber daya dapat mempengaruhi sosial, ekonomi,
politik.

Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi
antar badan pelaksana Variabel lingkungan sosial, ekonomi,
politik dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana
Variabel lingkungan sosial, ekonomi, politik dapat
mempengaruhi sikap pelaksana

Variabel lingkungan sosial, ekonomi, politik dapat
mempengaruhi kinerja kebijakan

Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang
saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana
Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi
sikap pelaksana

Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap
pelaksana

Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi
kinerja kebijakan secara langsung

Menurut  Lubis ada beberapa yang sangt

mempengaruhi dalam policy making, yaitu; adanya pengaruh

tekanan dari luar, adanya pengaruh kebijakan lama, adanya

pengaruh sifat-sifat pribadi, pengaruh kelompok lama, sistem

masa lampau (Lubis, 2007).

Menurut Abidin, bahwa faktor utama dalam proses

implementasi yang sangat mempengaruhi yaitu, faktor utama



internal, yang berkenaan dengan kebijakan yang akan
dilaksanakan, dan faktor eksternal, terkait dengan lingkungan
dan pihak-pihak terkait. Sementara Mulyadi, menyatakan
beberapa  kendala-kendala yang mempersulit  dalam
pengimplementasian suatu kebijakan yaitu:

1. Kondisi alam, seperti terjadinya perubahan musim
ekstrim yang semula panas menjadi musim hujan
secara terus menerus.

2. Kondisi politik, terjadinya perubahan politik yang
mengakibatkan  pertukaran  pemerintahan  dapat
mengubah orientasi atau pendekatan seluruh kebijakan
yang telah dibuat.

3. Karakter dari sekelompok orang yang cenderung tidak
sabar menunggu berlangsungnya proses kebijakan
dengan sewajarnya, dan memaksa melakukan
perubahan. (Abidin, 2012)

Beberapa faktor-faktor penghambat dalam
implementasi  kebijakan. Pertama, alasan dalam hal
perumusan. Kebijakan mungkin menjadi terlalu sulit untuk
diimplementasikan karena dirumuskan dengan tidak jelas atau
ragu-ragu, sehingga pengimplementasi kebijakan tidak
mampu untuk melaksanakannya. Kedua, alasan karena adanya
control yang lemah dalam implementasi kebijakan, sehingga
terjadi bias, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau
terjadi penyalah gunakan. Ketiga, adalah tentang
pemerintahan, atau entitas politik, bahwa legislatif mungkin



mempunyai agenda politik yang berbeda dengan ekskutif;
oleh kerena itu, mereka cenderung melakukan sabotase
kebijakan yang disiapkan oleh ekskutif. Pemerintahan
kemudian membatalkan implementasi kebijakan karena ada
konflik prioritas kebijakan yang dilembagakan.

Ripley dan Franklin dalam bukunya yang berjudul
Birokrasi dan Implementasi Kebijakan (Policy
Implementation and Bureaucracy) menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat
ditujukan dari tiga faktor yaitu :

1. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur
implementasi dari kepatuhan strect level bereaucrats
terhadap atasan mereka.

2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran
rutinitas dan tiadanya persoalan.

3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada Kinerja
yang memuaskan semua pihak terutama kelompok
penerima manfaat yang diharapkan”. (Franklin, 1986)

Secara sederhana ketiga faktor diatas merupakan suatu
kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi
kebijakan sehingga kurang hilangnya salah satu faktor
mempengaruhi sekali terhadap Kkinerja kebijakan tersebut.
Kemudian sebaliknya Jam Marse mengemukakan bahwa ada
tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam
implementasi kebijakan yaitu:



1. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal
karena masih ketidak tetapan atau ketidak tegasan
intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri,
menunjukan adanya kekurangan yang menyangkut
sumber daya pembantu.

2. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah
mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat
baik kepada objek kebijakan maupun kepada para
pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya
dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

3. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat
sulit bila pada pelaksanaanya tidak cukup dukungan
untuk kebijakan tersebut (Wahab, 2012).

Ketiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan
dalam proses implementasi kebijakan sebelumnya harus
sudah dipikirkan dalam merumuskan kebijakan, sebab tidak
tertutup  kemungkinan kegagalan didalam  penerapan
kebijakan sebagaian besar terletak pada awal perumusan
kebijakan oleh pemerintah sendiri yang tidak dapat bekerja
maksimal dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan.
IImuan sosial Malcolm L. Goggin (1990) memperkenalkan
pemikiran bahwa variable perilaku dari aktor pelaksanaan
implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan (Goggin, 1990). Beberapa faktor
yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Dengan demikian ada tiga besar yang menjadi faktor utama
yang mempengaruhi  dalam implementasi, vyaitu faktor



keuangan/ekonomi, kondisi alam dan budaya, masyarakat
kewirausahaan, dan kompetensi.

2.2.4. Critical Review

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sudarna
(2004), Gede (2006), Sumariadi (2009), Murdana (2010) dan Betly
Taghulihi (2013) merupakan penelitian-penelitian yang dapat
dijadikan sebagai acuan atau referensi serta yang relevan dengan
penelitian tentang Strategi Implementasi Pariwisata di Kabupaten
Tanah Laut. Beberapa penelitian yang terkait erat dengan konteks
pengembangan pariwisata telah dilakukan oleh beberapa peneliti
baik yang tertuang dalam jurnal, artikel, maupun tesis. Sudarna
(2004), analisis matrik internal dan eksternal (I-E) posisi kawasan
pesisir Tulamben pada kuadran V, artinya kawasan harus
melakukan Hold and Maintain Strategy yaitu penetrasi pasar dan
pengembangan produk wisata. Akan tetapi, penelitian tersebut
belum menjelaskan dan mengidentifikasi secara detail potensi-
potensi apa saja yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik
wisata di Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi
bahari untuk menjadi kawasan wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Gede (2006),
menurutnya perlu perhatian yang sangat serius dalam usaha
pengembangan Kawasan Wisata Sekotong dengan penekanan pada
usaha promosi dalam mendatangkan wisatawan yang berkualitas,
serta pembangunan sarana dan prasarana menuju pengembangan
pariwisata yang berkelanjutan. Model pengembangan pariwisata
yang ditawarkan dalam penelitan yang dilakukan oleh Gede (2006),
telah memberi inspirasi dalam menumbuhkan semangat dalam
mengeksplorasi pengembangan pariwisata khususnya ekowisata
bahari di Kabupaten Sumbawa Barat. Relevansi dengan penelitian
tersebut adalah perlunya promosi dan keterlibatan baik masyarakat,
pemerintah dan swasta dalam pengembangan suatu kawasan wisata.

Sumariadi (2009), menyatakan perkembangan pariwisata
di destinasi pariwisata Nusa Lembongan berdampak positif dan
negatif terhadap lingkungan fisik, sosial budaya dan sosial



ekonomi. Rina Kurniawatil, Darmawan Damanik2, FX.Setiyo
Wibowo3 Bambang Nurseto Prasetyo4 (2015), diidentifikasi
beberapa daya tarik wisata serta diketahui pandangan positif
masyarakat terhadap perencanaan pariwisata. Adapun model
perencanaan pariwisata yang disarankan dari penelitian ini adalah
menggunakan konsep eco-cultural, yaitu konsep pembangunan
daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya. Fitridamayanti
Razak Benu Olfie L. Suzana Gene H. M. Kapantow (2017), bahwa
strategi pengembangan wisata bahari adalah menjaga dan
melestarikan lingkungan sekitar, perlu adanya pengembangan
fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata, penataan kembali
“sabua bulu” sebagai tempat kuliner dan perlu adanya pengelolaan
dari pihak pemerintah dan swasta agar lebih terarah dan berjalan
dengan baik serta kedua belah pihak sepakat bekerjasama untuk
mengembangkan obyek wisata Pantai Malalayang secara
berkelanjutan.

Irma Meriatul Hepi, Yusri Abdillah, Luchman Hakim
(2015), bahwa pelibatkan masyarakat untuk pengembangan dan
perlu kerjasama dengan pihak swasta untuk membantu promosi.
Sukarti Sukarti, Moehansyah Moehansyah, Enny Dwi Pujawati, M.
Adriani (2017), bahwa kawasan wisata pantai Batakan berada di
peringkat pertama dengan total skor 742,46. Pantai Batakan sangat
andal untuk dikembangkan sebagai resor pariwisata berkelanjutan
meskipun ada beberapa faktor pendukung yang menerima skor
yang lebih rendah.

Faridul Islam, Jack Carlsen (2016) terkait dengan
pariwisata, didominasi orang-orang kaya, dan juga pemerintah
kurang pengetahuan tentang modal sosial masyarakat adat. Jorge
Ridderstaat, Robertico Croes, Peter Nijkamp (2014), bahwa
Kualitas hidup warga lebih dari sekadar output TD yang berpotensi
mempengaruhi yang terakhir melalui primer atau jalur sekunder.
Pertumbuhan ekonomi tampaknya tidak efektif meningkatkan
keseluruhan kualitas hidup jangka pendek atau jangka panjang,
sehingga menghalangi TD untuk secara tidak langsung
menyalurkan manfaatnya meningkatkan kualitas hidup orang.



Penelitian ini membantu memberi makna untuk konsep
pengembangan di luar peningkatan pendapatan. Penyediaan layanan
publik seperti pariwisata dan pendidikan dapat memainkan bagian
penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga dan dapat
memberdayakan mereka untuk membantu diri mereka sendiri
menjadi agen pengembangan mereka sendiri (Stiglitz, Sen, dan
Fitoussi 2009). Yaping Liu, Linlin Nie, Fugiang Wang, Zhulan Nie
(2015), merekomendasikan pertama adalah bahwa pemerintah harus
membantu petani yang mengalami kehilangan tanah, sambil
meletakkan kurang menekankan pada bisnis real estat pariwisata.
Akhirnya, pemerintah seharusnya mendorong perusahaan,
penduduk lokal dan wisatawan untuk menghormati tanah, sungai,
dan sumber daya alam lainnya. Dengan cara ini, sumber daya umur
akan menjadi permanen terawat.

Guslina Dewi, (2005), menunjukkan bahwa efektivitas
implementasi  kebijakan pengembangan pariwisata di kota
Palembang masih tergolong rendah. Rendahnya efektivitas
implementasi tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber
daya manusia sebagai pelaku wisata, tidak dikelolanya potensi
wisata dan sarana prasarana dengan baik. David H, (2006),
menunjukkan bahwa variabel impelementasi kebijakan tentang tata
ruang menurut persepsi responden berada pada kondisi rendah
menuju sedang; variabel pengembangan potensi pariwisata di
Kabupaten Cianjur menurut persepsi responden berada pada kondisi
rendah menuju sedang rendahnya, impelementasi kebijakan tentang
tata ruang ternyata terpengaruh terhadap rendahnya pengembangan
potensi pariwisata di Kabupaten Cianjur. Beberapa kendala yang
dihadap di Kabupaten Cianjur dalam pengembangan potensi
pariwisata antara lain; terbatasnya anggaran khususnya dari APBD
Kabupaten Cianjur; terbatasnya sumber daya manusia baik dari segi
kualitas maupun kuantitas untuk melaksanakan kebijakan tentang
tata ruang belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
tentang impelementasi kebijakan tata ruang; serta tingkat koordinasi
yang masih kurang memadai antara pihak pihak yang terkait dalam
impelementasi kebijakan tentang tata ruang.



Fatmawati, (2009), hasil penelitian menggambarkan bahwa
pembangunan pariwisata daerah pada hakekatnya bertumpu pada
keunikan dan kekhasan budaya dan alam. Implementasi kebijakan
pengembangan objek wisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Pandeglang sudah dilaksanakan melalui pembangunan
dan pemeliharaan objek wisata, akan tetapi masih belum optimal
terkait dengan keterbatasan anggaran daerah dan masih adanya
hambatan-hambatan internal, seperti kekurangansiapan SDM,
fasilitas kerja, dan sarana/prasarana. Begitu pula kendala-kendala
dari luar dirasakan masih ada, seperti lemahnya kesadaran
masyarakat terhadap pemeliharaan objek wisata dari pencemaran
lingkungan dan pelestarian budaya daerah. Kesimpulan dari
penelitian ini bahwa ketercapaian target PAD sektor pariwisata
masih perlu ditingkatkan hingga 100% untuk tahun anggaran 2009
karena penerimaan tahun 2008 baru mencapai 54,5%. Oleh sebab
itu disarankan agar diciptakan kerjasama dengan pihak lain untuk
mensosialisasikan  dan  memberlakukan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Pandeglang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Vianda, (2008), penelitian Implementasi Kebijakan
Pengembangan Pariwisata di Kota Bukittinggi. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota
Bukittinggi adalah komunikasi, sumber daya, sikap/tingkah laku
dan struktur birokrasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah
terbatasnya lahan untuk pengembangan kegiatan pariwisata di pusat
kota, terbatasnya ragam dan intensitas atraksi yang ada, keadaan
ekonomi dan keamanan yang tidak menentu saat ini belum
menunjukkan  terjadinya  peningkatan  jumlah  wisatawan
mancanegara yang cukup berarti, gambaran masyarakat Kota
Bukittinggi yang merupakan masyarakat yang agamais dalam
kehidupan sehari-hari masih terkait dengan adat istiadat. Untuk
pengembangan selanjutnya peneliti mengharapkan agar Pemerintah
Daerah mengupayakan adanya investor yang bekerjasama untuk
pengembangan pariwisata kedepannya.

Ria Veriani, (2009), penelitian ini menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi peningkatan kawasan wisata di Kebumen



Kabupaten. Faktor-faktor ini adalah stakeholder, lembaga, sumber
daya keuangan, keselamatan, dan promosi pariwisata. Pemerintah
menjadi stakeholder utama, sehingga sumber daya keuangan yang
didapat dari APBN/APBD. Keselamatan dan promosi pariwisata
merupakan faktor penting untuk menarik wisatawan.

Murdana (2010), dalam tesis “Pengembangan Pariwisata
Pulau Gili Trawangan Berbasis Ekowosata Bahari” membahas
tentang Pulau Gili Trawangan sangat rentan dan memungkinkan
terjadinya degradasi lingkungan wilayah pantai dan laut serta
lingkungan sosial masyarakatnya. Pengembangan ekowisata bahari
di Pulau Gili Trawangan dan sekitarnya bertujuan untuk menjaga
kelestarian alam dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
sehingga konservasi alam dapat terjaga dan meminimalkan
pengaruh negatif dari pariwisata serta masyarakat Pulau Gili
Trawangan dan sekitarnya. Strategi yang diterapkan dalam
penelitian tersebut meliputi; program strategi pengembangan
produk wisata, strategi peningkatan keamanan dan memperkuat
potensi Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang menjadi ciri khas Pulau
Gili Trawangan berbasis ekowosata Bahari, strategi pengembangan
sarana dan prasarana pariwisata, strategi pengembangan
kelembagaan dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) pariwisata,
strategi penetrasi pasar dan promosi daya tarik wisata, strategi
perencanaan dan pengembangan.

Dari uraian tersebut, pada dasarnya belum menelaah
secara mendalam mengapa suatu kawasan ditetapkan menjadi
kawasan pariwisata, bagaimana perencanan pengembangan
kawasan wisata baru, bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan
alam, apakakah dampaknya bagi kesejahteraan rakyat serta
peningkatan PAD di kabupaten Tanah Laut. Hal ini penting
dilakukan mengingat suatu daerah mempunyai masalah masing-
masing dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataannya.
Dalam penelitian tentang pengembangan kawasan wisata yang akan
dikembangkan lebih khusus, seperti ekowisata dan wisata bahari
serta wisata alternatif lainnya perlu dianalisis secara mendalam
Kawasan Wisata kabupaten Tanah Laut sebagai objek dalam



penelitian ini, disebabkan karena kawasan tersebut dianggap sangat
berpotensi dan perlu kajian lebih mendalam sebagai kawasan yang
ditetapkan untuk pengembangan pariwisata berbasis ekowisata
bahari (marine ecotourism) di Kabupaten Tanah Laut.

Pendekatan pariwisata berkelanjutan (sustainable) erat
kaitannya dengan keseimbangan antara proses yang terjadi di alam
baik itu antara manusia, alam sekitarnya serta berhubungan dengan
kehidupan sosial, budaya dan lingkungan yang dapat dinikmati oleh
generasi  mendatang. Menurut Page (2002), pendekatan
pembangunan berkelanjutan berkepentingan atas masa depan yang
panjang serta atas sumberdaya dan efek-efek pembangunan
ekonomi pada lingkungan yang mungkin menyebabkan gangguan
sosial dan budaya yang memantapkan pola-pola kehidupan dan
gaya hidup individual. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan
memiliki tiga prinsip antara lain; keberlanjutan ekologis (ecological
sustainability) yaitu pembangunan yang dapat memastikan adanya
kesesuaian dengan upaya pemeliharaan terhadap lingkungan,
keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ketersediaan sumberdaya
biologis, keberlanjutan sosial dan budaya (social and cultural
sustainable) yaitu pembangunan yang dapat memastikan
peningkatan ~ kendali ~ manusia  terhadap  kehidupannya,
berkesesuaian dengan budaya dan nilai yang dianut oleh
masyarakat yang dipengaruhi oleh pembangunan tersebut,
memelihara dan justru dapat memperkuat identitas komunitas
(masyarakat), dan keberlanjutan ekonomis (economic sustainable)
yaitu pembangunan yang dapat memastikan tercapainya efisiensi
ekonomi dan sumberdaya dikelola sedemikian rupa sehingga dapat
mendukung generasi yang akan datang.

Tourism Stream, action strategy yang diambil dari Globe
‘90  conference Vancouver, Canada J. Swarbroke (1998),
menyatakan bahwa, kepariwisataan berkelanjutan (sustainable
tourism) didefinisikan sebagai bentuk dari pengembangan ekonomi
yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat
sekitar, memberikan image yang positif bagi wisatawan,



pemeliharaan kualitas lingkungan hidup yang tergantung dari
masyarakat sekitar dan wisatawan itu sendiri.

Dari uraian tersebut, bahwa dalam strategi pengembangan
pariwisata Kabupaten Tanah Laut menggunakan pendekatan
pariwisata berkelanjutan diharapkan dapat memberikan pengaruh
yang lebih dominan terhadap lingkungan serta memberikan manfaat
secara ekonomi pada masyarakat lokal pada khususnya dan
stakeholder pada umumnya serta PAD melalui tidakan pro-
lingkungan dan bertanggungjawab secara sosial dan sesuai dengan
budaya atau norma-norma masyarakat setempat.

Pariwisata  alternatif =~ membutuhkan  keterlibatan
masyarakat setempat sebagai pemandu wisata, menyediakan
homestay dan menjual kerajinan akan membawa dampak positif
terhadap pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat setempat
yang pada akhirnya mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga
antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan
pariwisata. Menurut Suansri (2003, dalam Bambang Sunaryo
2013), terdapat lima dimensi utama dalam priwisata alternatif di
antaranya; (1) Dimensi ekonomi dengan indikator berupa adanya
dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan
pekerjaan di sektor pariwisata, berkembangnya pendapatan
masyarakat lokal dari sektor pariwisata. (2) Dimensi sosial dengan
indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan
komunitas, pembagian peran gender yang adil antara laki-laki dan
perempuan, generasi muda dan tua, serta memperkuat organisasi
komunitas. (3) Dimensi budaya dengan indikator berupa
mendorong masyarakat untuk menghormati nilai budaya yang
berbeda, berkembangnya nilai budaya pembangunan yang melekat
erat dalam kebudayaan setempat. (4) Dimensi lingkungan dengan
indikator terjaganya daya dukung lingkungan, adanya sistem
pengelolaan sampah yang baik, meningkatnya kepedulian perlunya
konservasi dan preservasi lingkungan. (5) Dimensi politik dengan
indikator meningkatnya partisipasi dari penduduk lokal,
peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan adanya



jaminan hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya
alam.

Model struktural strategi daya saing destinasi wisata
(Yoon, 2002) ditentukan bedasarkan variabel — dampak
pengembangan pariwisata, sikap terhadap lingkungan, identitas
tempat wisata, preferensi pengembangan atraksi wisata, dan
dukungan terhadap daya saing destinasi wisata. Metode yang
digunakan adalah sebuah metode kuantitatif yaitu structural
equation modeling. Hasil analisis menyatakan bahwa ada hubungan
positif antara persepsi pemangku kepentingan terhadap manfaat
dampak pariwisata dengan pengembangan atraksi wisata, ada
hubungan positif antara sikap pemangku kepentingan dengan
pengembangan atraksi wisata, dan ada hubungan positif antara
identitas tempat wisata dengan pengembangan atraksi wisata.
Elemen daya saing yang mempunyai nilai kontribusi terbesar
terhadap pengembangan atraksi wisata adalah dampak
pengembangan pariwisata disusul oleh sikap terhadap lingkungan,
dan identitas tempat wisata. Hasil penelitian berfokus pada
pengembangan atraksi wisata untuk mendukung strategi daya saing
wisata. Penelitian Yoon tidak menganalisis berbagai aspek,
permasalahan, solusi dan strategi pengembangan daya saing
kawasan pariwisata. Strategi pengembangan daya saing destinasi
wisata berkaitan dengan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif yang
kompleks.

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini adalah
model pengembangan daya saing destinasi wisata yang melibatkan
3 (tiga) faktor utama, yaitu: sumber daya alam dan buatan, faktor
pendukung, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Seluruh
model yang terdahulu melibatkan ketiga hal tersebut dengan
perbedaan pada pengelompokan elemen daya saing pariwisata.
Ritchie dan Crouch (2000) mengembangkan model daya saing
destinasi pariwisata yang mempunyai elemen lengkap. Model
dikembangkan berdasarkan elemen daya saing yang ada pada
Strategi Bersaing oleh Porter (1996) seperti faktor pendukung dan
sumber daya, manajemen, kebijakan, perencanaan dan



pengembangan, kualifikasi dan perkuatan faktor penentu,
lingkungan mikro keunggulan komparatif, dan lingkungan makro
keunggulan  kompetitif. ~ Elemen-elemen  model  strategi
pengembangan daya saing lengkap dan kompleks. Namun, strategi
keunggulan bersaing dari model ini bersifat sangat umum tidak
spesifik terhadap satu kawasan pariwisata. Model Ritchie dan
Crouch hanya mempunyai satu arah pengembangan dan tidak
membahas besarnya hubungan antar elemen daya saing terhadap
model pengembangan daya saing destinasi wisata yang dibentuk.

Sejumlah studi lain telah pula memberikan konsep daya
saing destinasi pariwisata (Hassan, 2000; Ritchie dan Crouch, 2000;
Buhalis, 2000; Govers, Go, dan Kumar, 2007; Gomezelj dan
Mihalic, 2008; Dwyer dan Kim, 2003; WEF, 2013). Studi terdahulu
umumnya meneliti masalah indikator daya saing dan keberlanjutan
lingkungan. Namun suatu konsep model daya saing dan
berkelanjutan lingkungan yang dihasilkan secara empiris dan
menghasilkan model yang memiliki bobot elemen yang terukur
dengan pengujian dan validasi masih sangat sedikit. Hasil studi
terdahulu bukan merupakan suatu model strategi pengembangan
kawasan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dari hasil
analisis manfaat, peluang, biaya, dan risiko berdasarkan penilaian
pakar pariwisata terkait pemasaran, pengembangan produk, dan
lingkungan. Selain itu, model yang telah ada tidak mempunyai
urutan prioritas strategi alternatif pengembangan kawasan
pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan pariwisata yang berdaya saing
dan berkelanjutan adalah pengembangan kawasan pariwisata yang
bertujuan untuk menyediakan produk dan jasa pariwisata yang
mampu bersaing secara efektif di pasar pariwisata (Hassan, 2000;
Ritchie dan Crouch, 2000, Dwyer dan Kim, 2003; WEF, 2013),
memiliki nilai lebih untuk wisatawan dan potensial wisatawan,
bermanfaat bagi keberlanjutan komunitas sosial, ekonomi, budaya,
dan lingkungan (Lundberg, 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model strategi
pengembangan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan



berkelanjutan. Dua metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode kuantitatif SEM pada tahap pertama,
dan metode kualitatif ANP pada tahap kedua penelitian. Kelemahan
metode kuantitatif SEM dapat ditutupi dengan metode kuanlitatif
ANP. Penelitian tahap pertama digunakan untuk mengidentifikasi
dan menganalisis elemen pengembangan daya saing kawasan
pariwisata berdasarkan perspektif pengunjung yang mencerminkan
pelayanan diharapkan oleh sisi permintaan hasilnya digunakan
sebagai masukan penelitian tahap kedua. Penelitian tahap kedua
untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek, baik kuantitatif
maupun kualitatif yang mencakup sisi permintaan dan penawaran
berdasarkan evaluasi pakar pariwisata. Penelitian ini juga
menentukan besarnya nilai relatif elemen daya saing kawasan
pariwisata dalam membentuk model yang akan dihasilkan.

Pada saat yang hampir besamaan, dilakukan pemodelan
daya saing destinasi wisata oleh Hassan (2000) yang menekankan
masalah komitmen keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu dari
empat elemen daya saing pariwisata. Keempat elemen tersebut
adalah permintaan, keunggulan komparatif, struktur industri, dan
komitmen terhadap lingkungan hidup. Keempat elemen hanya
mempunyai satu arah dukungan serentak kepada daya saing pasar
pariwisata. Model pengembangan daya saing destinasi wisata ini
juga bersifat umum tanpa mengukur besarnya nilai kontribusi
keempat elemen terhadap daya saing pasar. Demikian pula, di
dalam setiap elemen tidak ditemukan nilai kontribusi dan besarnya
hubungan antar sub elemen daya saing pariwisata terhadap model
pengembangan daya saing destinasi wisata yang pada gilirannya
dapat digunakan untuk menentukan strategi pengembangan daya
saing destinasi wisata.

Berdasarkan model pengembangan daya saing destinasi
wisata Dwyer dan Kim (2003), terdapat 2 (dua) kelompok elemen
yaitu sumber daya dan manajemen. Sumber daya meliputi alam,
warisan budaya, sumber daya buatan, faktor pendukung.
Manajemen meliputi manajemen pemerintah dan industri. Baik
kelompok sumber daya maupun manajemen dipengaruhi oleh



kondisi situasional dan permintaan. Pada setiap kelompok, terdapat
hubungan timbal balik antar elemen yang kemudian mendukung
terbentuknya daya saing destinasi wisata. Namun pada model
tersebut, tidak dijelaskan besarnya nilai kontribusi kelompok dan
elemen-elemen daya saing dalam masing-masing kelompok tidak
mempunyai nilai kontribusi terhadap daya saing destinasi wisata.
Setiap elemen daya saing mempunyai prioritas sama sehingga
strategi pengembangan destinasi wisata dapat dilakukan tanpa
prioritas. Model pengembangan daya saing destinasi pariwisata
Gomezelj dan Mihalic (2008) diadaptasi dari model Dwyer dan
Kim (2003). Pada model ini, terdapat hubungan 2 kelompok elemen
pembetuk model. Kelompok pertama terdiri atas elemen sumber
daya alam dan budaya, sumber daya buatan, dan sumber daya
pendukung. Kelompok kedua terdiri atas elemen manajemen
destinasi wisata, kondisi permintaan, kondisi situasional. Hubungan
timbal balik antar elemen terjadi di masing-masing kelompok dan
tanpa memiliki peringkat prioritas elemen pengembangan daya
saing destinasi wisata.

Model daya saing pariwisata dalam bentuk tabel yang
mempunyai elemen paling lengkap adalah model World Econoic
Forum (WEF, 2013). Model tersebut digunakan untuk
menghasilkan indeks daya saing pariwisata suatu negara. Setiap
elemen daya saing memiliki skor tetapi tidak menjelaskan
hubungan antar elemen. Model WEF bersifat sangat umum dalan
membandingkan daya saing antar negara namun keakuratan skor
indikator daya saing dapat menjadi perdebatan. Salah satu contoh
adalah skor aspek kebudayaan Indonesia lebih rendah dibanding
skor kebudayaan Singapura, sementara diketahui bahwa ragam
budaya Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan ragam budaya
Singapura. Meski begitu, indeks daya saing WEF penting karena
dapat dijadikan acuan peringkat daya saing pariwisata antar negara
dengan kelemahan bahwa skor indikatornya tidak objektif dan
dapat diperdebatkan.

Kebaruan penelitian (novelty)  terletak  pada
pengembangan satu model pengembangan kawasan pariwisata



kolaboratif berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, yang
menghubungankan antara satu destinasi dengan objek wisata
lainnya secara berkaitan di dalam satu wilayah kabupaten, guna
kepentingan pengembangan secara bersama. Model ini memiliki
elemen-elemen pengembangan kawasan pariwisata yang terukur
agar keseluruhan tumbuh dan berkembang secara bersamaan, untuk
keseimbangan, baik dalam peningkatan daya saing, perencanaan
pengembangan, penganggaran maupun peningkatan penerimaan
kunjungan. Sehingg memudahkan dalam pengambilan keputusan
dalam menentukan langkah-langkahnya. Strategi pengembangan
dapat dipilih untuk model maupun bagian model yang telah
mempertimbangkan dampak manfaat, peluang, biaya dan risiko
pengembangan kawasan pariwisata. Penelitian dilakukan dengan
prosedur dan metode dari Creswell dilakukan di kabupaten Tanah
Laut. Hasil penelitian melihat outcome implementasi kebijakan
dengan menggunakan model Edward kemudian disusun model
pengembangan pariwisata dengan model kolaboratif. Model ini
mempertimbangkan elemen-elemen daya saing yang kompleks baik
berdasarkan kajian literatur, perspektif wisatawan, penilaian
profesional, evaluasi akademisi, perspektif asosiasi pariwisata dan
masukan dari masyarakat.

Dengan identifikasi nilai kontribusi elemen model
pengembangan kawasan pariwisata, para pemangku kepentingan
dapat berkerjasama secara sinergis berdasarkan urutan elemen
pengembangan yang perlu lebih dahulu dikembangkan. Banyak
penelitian hanya berfokus secara parsial pada penawaran seperti
ekowisata, potensi, daya tarik wisata, aksesibilitas, dan fasilitas
pendukung Kketersediaan destinasi wisata. Pada umumnya,
penelitian terdahulu menghasilkan model pengembangan daya
saing pariwisata yang mempunyai variabel dan sub variabel relatif
sedikit dan kadang tanpa urutan prioritas variabel untuk strategi
pengembangannya. Padahal, urutan prioritas elemen model
pengembangan kawasan pariwisata dapat berubah apabila
melibatkan dampak manfaat, peluang, biaya dan risiko (benefits,
opportunities, costs, risks atau BOCR). Oleh karena itu, penelitian



ini diharapkan dapat memberikan sumbangan model untuk
menentukan strategi pengembangan suatu kawasan pariwisata
berbasil potensi lokal dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan BOCR. Penelitian ini juga secara terintegrasi
melibatkan sisi permintaan dan penawaran, tidak seperti penelitian
terdahulu yang sebagian besar hanya melihat dari sisi permintaan,
atau penawaran, atau berfokus pada elemen kuantitatif atau elemen
kualitatif.

Suatu state of the art review tentang keberlanjutan
pariwisata berfokus pada pengembangan, keberlanjutan pariwisata,
penerapannya pada lingkungan manusia dan lingkungan fisik. Suatu
proses state of the art tinjauan pengetahuan dan penelitian
hendaknya berfokus pada perbedaan, persoalan, aplikasi dan
kekurangannya (Butler, 2007). Untuk mendapatkan penelitian yang
state of the art, penilitian harus mencakup perkembangan terkini
tentang topik yang relevan, menentukan kontribusi penelitian,
menentukan novelty penelitian, memastikan tidak ada duplikasi dan
plagiarisme, dan menggunakan sumber jurnal (Dharmawan, 2015).

Penelitian ini berfokus pada perkembangan terkini dari
topik yang relevan, menentukan kontribusi penelitian berupa model
implementasi kebijakan pariwisata dan strategi pengembangannya
di Kabupaten Tanah Laut, menentukan kebaruan model
implementasi dan strategi pengembangan kawasan pariwisata
berbasis masyarakat dan berkelanjutan (revisi baru), karena itu,
dalam mencapai tujuan penelitian, dipastikan tidak ada duplikasi,
plagiarism penelitian dan dengan merujuk pada sumber jurnal,
prosiding, uku, dan sumber luar jaringan maupun dalam jaringan.

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pariwisata
dan strategi pengembangannya serta mendeskripsikan faktor-faktor
penghambat (kegagalan) dalam pengembangan pariwisata di
Kabupaten Tanah Laut, permasalahan, solusi dan strategi
pengembangan kawasan pariwisata berbasis masyarakat dan
berkelanjutan Kompleksitas permasalahan dianalisis dengan
menggunakan theory applicated Kebijakan model Edward, dengan
teori pendukung collaborative model dari Wanna, terhadap



pengembangan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan
berkelanjutan dengan berbasis rakyat.

2.3. Kerangka Pemikiran
2.3.1 Kerangka Pemikiran

Donald F Kettl (1996) mengemukakan bahwa
memasuki milineum ketiga administrasi publik menghadapi
tiga isu kritikal yaitu dengan struktur administrasi publik,
dengan menguatnnya sektor swasta dan menyusutnya
pemerintahan (best government is least government); proses
administrasi publik yang memperhadapkan kenyataan bahwa
sumber defisit terbesar di setiap negara adalah
penyelengggaraan ~ administrasi  icon  enterpreneurial
government; dan kapasitas yang berkenaan dengan isu
kecakapan dari administrator publik memanejemeni urusan
urusan publik plus kebijakan publik. Michel E Porter (1998)
mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap
negara ditentukan seberapa mampu negara tersebut mampu
menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari
setiap actor di dalamnya, khususnya aktor ekonomi.
Perubahan paradigma dari orientasi manajemen yang serba
negara menjadi berorientasi pasar.

Sejalan dengan pendapat di atas Nugroho menyatakan,
kebijakan publik adalah keharusan bagi setiap penyelenggara
negara. Karena itu keunggulan negara semakin ditentukan oleh
seberapa mampu para pengelola negara membangun kebijakan-
kebijakan unggul. Mengabaikan persoalan negara miskin,



berkembang maupun maju, termasuk sistem politik ataupun
kekayaan alamnya, sepanjang pemerintahannya dapat membangun
kebijakan-kebijakan publik yang unggul., maka negara itu akan
menjadi negara pemenang diantara negara-negara lain yang menjadi
kolega maupun pesaingnya.

Dengan demikian keberhasilan dan kegagalan negara
berkembang akan semakin tergantung pada bagaimana
keberhasilan negara tersebut dalam mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan publik yang unggul.

Selanjutnya, untuk mencapai keberhasilan dalam
pengimplementasian kebijakan publik sektor pariwisata
sebagai suatu kebijakan yang telah diyakini akan
mendapatkan kebaikan kepada masyarakatnya, melalui
peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, sesuai dengan tujuan
pembangunan  pariwisata secara hakikatnya adalah
pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat secara
berkelanjutan, untuk itu dari sisi pemerintah selaku regulator,
implementor kebijakan pariwisata haruslah mempunyai
struktur birokrasi yang baik, komunikasi yang tidak tersumbat
dari semua arah, kesediaan pelaksana sampai ketingkat paling
bawah, dan sumber daya manusia yang handal.

Agar kebijakan pengembangan pariwisata dapat
mencapai tujuannya, maka diperlukan dipersiapkan yang
matang. Melalui model Implementasi Kebijakan, yang



bersifat top-down oleh Geoge C. Edward, yang termasuk
salah satu dari model top down, generasi kedua. Menurut
Edward, implementasi kebijakan adalah krusial bagi public
administration dan public policy. Implementasi kebijakan
adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan
kebijakan dan konseuensi konsekuensi kebijakan bagi
masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak
tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan
sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan
mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu
diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu
kebijakan yang ditelah direncanakan dengan sangat baik,
mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan
tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para
pelaksana kebijakan.

Oleh  karena itu menurut Edward dalam
pengimplementasian kebijakan publik dua variable krusial
yang harus diperhatikan, yaitu tentang prakondisi apa yang
diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dan faktor-faktor
apa yang akan mempengaruhi terhadap akibat kegagalan
dalam pengimplementasi tersebut. Menurut Edward faktor-
faktor tersebut, terdiri dari empat dimensi, yaitu komunikasi,
sumber-sumber, kecenderungan atau tingkah laku kesediaan
melaksanakan dan struktur birokrasi. Selain empat variable
tersebut peneliti menambahkan sebagai inovasi dari model



Edward ini, dengan satu variable aktor pelaksana kebijakan,
yang sangat dipengaruhi dua hal terhadap keberhasilan
pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut peneliti model yang diadaptasi dari Edward ini sangat
sesuai dengan kondisi di Indonesia pada saat ini, yang masih berada
pada transisi menjadi negara demokrasi, karena pemilihan kepada
daerah sebagai penguasa bahkan raja kecil pada tingkat
kabupaten/kota, dilaksanakan melalui pemilihan umum secara
langsung, sehingga faktor aktor pada tingkat daerah lebih legitimet
sebagai pilihan rakyat, namun secara tersembunyi ada dua hal yang
sangat berperan dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik, yaitu
investor dan tim sukses yang sangat berperan untuk menaikkan
sebagai pucuk pimpinan di daerah/kota. Dalam hal ini sudah
menjadi praktik umum bahwa kepentingan pelaku usaha itu
"ditanam™ di banyak calon bupati dan Parpol untuk memastikan
bahwa siapa pun yang menang mereka akan memperoleh
keuntungan. ”Pengusaha Penopang Pilar Dana Politik”, Gatra, 19
Februari 2009. Wahyudi Kumorotomo menambahkan; Diantara
para pengusaha daerah, mereka tentu merasa penting untuk
menyumbang ke Parpol karena dari "investasi politik" itu mereka
akan bisa memperoleh imbalan di kemudian hari dalam bentuk
peluang bisnis, kemudahan memperoleh kontrak, atau setidaknya
akses kepada informasi mengenai proyek-proyek pemerintah. Oleh
sebab itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengaruh
seorang pengusaha terhadap kebijakan Pemda merupakan bagian
dari pengembalian dana "investasi politik" yang mereka tanam pada
saat Pilkada. Pada saat yang sama, pelaku usaha dan elit politik
yang telah "menanam" sumbangan kepada bupati atau walikota
terpilih akan selalu menagih imbalan ketika mereka membuat
keputusan penting. Kepentingan publik selalu dalam posisi yang
terabaikan. Oleh karena itu, ada banyak studi tentang
kepemerintahan daerah di Indonesia yang judulnya menunjukkan



situasi yang menyedihkan, misalnya bahwa ‘"rakyat telah
dikhianati" (Collins, 2007).

Melalui model implementasi Kebijakan Edward yang
peneliti inovasi dengan menambahkan dengan teori
manajemen strategi dan Collaboration Governance Anshel
untuk kesesuaian pada kontekstual penelitian yang dilakukan,
sebagaimana yang dikatakan Michal Hill dan Peter Hupe
(2006), bahwa tidak ada model tunggal untuk
dipertimbangkan sebagai yang terbaik diantara yang lainnya,
untuk memandu implementasi kebijakan negara negara
berkembang, karena tidak ada kompetisi diantara model
model tersebut. Oleh karena itu, isu yang lebih relevan adalah
tentang ketepatan implementasi terhadap kandungan isi
kebijakan dan konteks kebijakan

Dengan demikian peneliti mengasumsikan bahwa
implementasi kebijakan pariwisata yang dilaksanakan belum
dilaksanakan sesuai dengan dimensi-dimensi pada model
yang peneliti kemukakan ini, bahkan tidak tercapai tujuan dari
pemengambangan pariwisata, adalah kegagalan dari pada
pelaksanaan kebikan publik pada sektor pariwisata.

Kebijakan ~ dalam  pengembangan  pariwisata
menempatkan pemerintah dalam posisi strategis sebagai
motor penggerak berbagai sektor dan kegiatan yang dapat
mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi



berjalannya pengembangan pariwisata di suatu daerah atau
kawasan pariwisata. Langkah awal menuju kondisi tersebut
dapat dilakukan dengan meletakan dasar bagi rencana
pengembangan yang akan dilakukan yang biasanya tertuang
dalam cetak biru atau master plan rencana kepariwisataan
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan mulai dari
bentuk undang-undang sampai kepada Keputusan Kepala
Daerah.

Pewujudan suatu kebijakan memerlukan strategi bagi
bekerjanya organizational learning process (Osborne, 2002).
Proses belajarnya organisasi harus didekati dari sisi strategic
management (Wheelen and Hunger, 2012:7), yakni “that set
of managerial decisions and actions that determines the
longterm performance of a corporation”. Artinya perlu ada
seperangkat keputusan yang dijadikan dasar kebijakan
bertindak untuk menentukan kinerja keorganisasian.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari
solusi atas persoalan tersebut, salah satunya adalah dengan
melakukan strategi collaborative governance dalam kebijakan
pengembangan pariwisata yang melibatkan pihak swasta,
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan Non
Governmental Organisation (NGO). Keterlibatan berbagai
pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah
daerah, mengingat tidak semua aktivitas pembangunan



mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam
hal ketersediaan skill SDM dan finansial.

Agranoff & McGuire (2009:76), mendefinisikan
collaborative governance sebagai berikut:

In particular, collaborative governance has
put much emphasis on voluntary collaboration and
horizontal  relationships  among  multisectoral
participants, since demands from clients often
transcend the capacity and role of a single public
organization, and require interaction among a wide
range of organizations that are linked and engaged in
public activities. Collaboration is necessary to enable
governance to be structured so as to effectively meet
the increasing demand that arises from managing
across governmental, organizational and sectoral
boundaries (secara khusus collaborative governance
telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi
sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan
multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering
melampaui kapasitas dan peran organisasi publik
tunggal, dan membutuhkan interaksi diantara berbagai
organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan
publik. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan
governance menjadi terstruktur sehingga efektif



memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari
pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas
sektoral).

Sedangkan menurut Ansell and Gash (2007:22)
bahwa Collaborative governance adalah:

A governing arrangement where one or more
public agencies directlyengage non-state stakeholders in
a collective decision-making processthat is formal,
consensus-oriented, and deliberative and that aims
tomake or implement public policy or manage public
programs or assets. (Collaborative governance adalah
serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga
publik yang melibatkan secara langsung stakeholders non
state di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat
formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang
bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan
kebijakan publik atau mengatur program publik atau
asset).

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri apabila
pemerintah menjadi leader dan pembuat kebijakan sehingga
ada kemungkinan lebih mendominasi dan masih



membutuhkan  partisipasi ~ dari  stakeholders lain.
Keterlaksanaan kolaborasi dalam konteks ini merupakan cara
merespon terhadap perubahan sehingga pemerintah daerah
khususnya Kabupaten Tanah Laut tetap aktif dan tetap efektif
dalam suatu lingkungan manajemen publik yang kompleks
dengan tetap melibatkan peran institusi-institusi lain yang
relevan dengan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian,
siapa/stakeholder mana yang dilibatkan atau harus dilibatkan
dalam kolaborasi, dan bentuk serta proses kolaborasi
dimungkinkan akan berbeda-beda dari sebuah wilayah isu
tertentu ke isu lain dan dari satu sektor ke sektor lain. Hal ini
penting untuk  digarisbawabhi. Kolaborasi  dalam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut dapat
saja berbeda dengan kolaborasi dalam isu-isu pengembangan
pariwisata di wilayah lain. Menurut Wanna (2008:3) bahwa
untuk mewujudkan collaborative governance yaitu:

Perlu adanya tahapan yang menunjukkan skala dan
intensitas atau derajad dari kolaborasi tersebut, sedangkan
kemitraan tidak menunjukkan adanya hal itu. Skala kolaborasi
dapat digambarkan sebagai tangga yang menunjukkan
meningkatnya komitmen dari tingkat terendah kolaborasi
sederhana hingga ke tingkat tertinggi dan paling rumit
terintegrasi. Tingkatan yang paling tinggi dari kolaborasi
menimbulkan resiko politik dan manajerial yang sudah



menjadi konsensus bersama, sedangkan kemitraan tidak akan
menimbulkan resiko politik maupun manajerial.

Dengan mengacu pada konsep-konsep tersebut di atas
dan diasumsikan bahwa proses collaborative governance juga
mengalami transformasi sebagaimana dikemukakan Wanna
(2008), Shergold (2008) dan Eppel (2014), maka
collaborative governance bisa dimulai dari perumusan ide dan
harapan bersama hingga diakhiri dengan adanya aktivitas
kemitraan. Oleh karena itu, menurut Wanna (2008) bahwa
tahapan collaborative governance adalah sebagai berikut:

1. Membangun Visi Bersama (Shared vision); Setiap
organisasi atau kelompok masyarakat yang mempunyai
kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu
pasti dilandasi adanya visi yang jelas dan menantang di
masa depan.

2. Partisipasi (Participative); Keterlibatan stakeholder
dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya
struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan
syarat mutlak agar proses governance dapat
berlangsung. Setelah terbangun visi bersama diantara
stakeholder maka setiap komponen akan melakukan
partisipasi sucara sukarela tanpa diperintah.

3. Jejaring (Network); Setelah terjadinya partisipasi yang
aktif dari stakeholder maka diantara stakeholder agar
terjadi relasi yang baik maka perlu adanya jejaring
yang kuat. Jejaring telah diakui secara luas baik oleh
akademisi dan praktisi sebagai bentuk penting dari
pemerintahan multi-organisasi.



4. Kemitraan (Partnership); Fase yang paling tinggi dari
kolaboratif adalah terjalinnya kemitraan antara
stakeholder yang terlibat dalam urusan pariwisata.
Konsep kolaborasi yang menunjukkan adanya skala
dan tingkat intensitas maka sebagai kelanjutan dari
partisipasi akan memunculkan kemitraan.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dengan
segala keterbatasannya tidak dapat melakukan sendiri
berbagai program pengembangan pariwisata karena
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik dalam bidang
kapital atau modal, sumber daya manusia (SDM) ataupun skill
manajemen. Dengan demikian penting untuk pemerintah
daerah melakukan kerjasama atau kemitraan dengan aktor lain
yaitu sektor swasta dan masyarakat.

Kemudian penerapan reinventing government dalam
pemerintahan, diindikasikan dengan pemenuhan persyaratan,
yaitu : 1). penyiapan sumberdaya aparatur birokrasi yang siap
dan mampu mendukung operasionalisasi konsep-konsep
tersebut. 2). penyesuaian sistem dan prosedur kerja yang
berorientasi pada efisiensi dan efektivitas Kkerja, 3).
penyempurnaan peraturan-peraturan (regulasi) yang lebih
akomodatif terhadap perubahan. Sehingga setiap kebijakan
pemerintah yang direncanakan akan menjadi lebih efektif.



Agar mendapat pemahaman yang jelas tentang alur
pikir penelitian ini, berikut peneliti tuangkan gambar
kerangka pikir penelitian :

Gambar 2.9. Kerangka Pemikiran
Adaptasi Edward & Wanna
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Sumber: Adaptasi Model Edwad dan Wanna

Dengan model kerangka pemikiran yang peneliti
adaptasikan dari model Edward dan Model Kolaboratif Wanna,
tentu harapan dan keyakinan akan menjadi suatu kekuatan untuk
mencapai keberhasilan, dalam mengimplementasikan kebijakan,
sesuai dengan tujuan pelaksanaan kebijakan publik adalah
mengkondisikan kehidupan masyarakat yang lebih baik, sejahtera
dan berkeadilan.
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